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Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf sebagai berikut: 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
1 2 3 4 




ب ba b be 
ت ta t te 
ث s\a s\ es (dengan titik di 
atas) 
ج jim j je 
ح h}a h} ha (dengan titik di 
bawah) 
خ kha kh ka dan ha 
د dal d de 
ذ z\al z\ zet (dengan titik di 
atas) 
ر ra r er 
ز zai z zet 
س sin s es 
ش syin sy es dan ye 
ص s}ad s} es (dengan titik di 
bawah) 
ض d}ad d} de (dengan titik di 
bawah) 
ط t}a t} te (dengan titik di 
bawah) 
ظ z}a z} zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik 
x 
1 2 3 4 
غ gain g ge 
ؼ fa f ef 
ؽ qaf q qi 
ؾ kaf k ka 
ؿ lam l el 
ـ mim m em 
ف nun n en 
و wau w we 
هػ  ha h ha 
ء hamzah ’ apostrof 
ى ya y ye 
 
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi 
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan 
tanda (’). 
2. Vokal dan Diftong 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 


















a a  َا 
 kasrah 
 




u u  َا 
 
xi 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 





3.  Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 










4. Ta marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup atau 
mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan 
ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang ”al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 










fath}ah  dan ya 
 
ai a dan i  َْيـ 
 
fath}ah dan wau 
 

































a dan garis di 
atas 
 
i dan garis di 
atas 
 




5. Syaddah (Tasydi>d) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydi>d (  ِّ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ّيِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i>). 
 
B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>  
saw. = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s. = ‘alaihi al-sala>m 
H = Hijrah 
M = Masehi 
SM = Sebelum Masehi 
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = Wafat tahun 
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Judul  
 
: SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DALAM 
PERSPEKTIF FIKIH DAN HUKUM POSITIF DI 
INDONESIA 
Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini meliputi konsep hukum pidana 
anak perspektif fikih dan hukum positif di Indonesia, perbedaan konsep pidana anak 
perspektif fikih dan hukum positif, korelasi konsep pidana anak perspektif fikih dan 
hukum positif. 
Untuk mengkaji dan menjawab permasalahan dalam tesis ini, digunakan 
pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan teologis normatif (syar’i), 
yuridis/perundang-undangan (statue approach), historis (historical approach), 
sosiologis (sociological approach), psikologi (psicological approach). Penelitian ini 
tergolong library research, data dikumpulkan dengan cara mengutip, menyadur, 
mengulas, dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis), 
terhadap literatur yang representatif dan memiliki relevansi dengan masalah yang 
dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya.  
Setelah mengadakan kajian terhadap persoalan tersebut, hasil penelitian 
menunjukkan bahwa bagi anak pelaku pidana, dalam hukum positif diberikan sanksi 
yang sifat dan tujuan utamanya adalah pembinaan. Ada beberapa Undang-Undang 
yang mengatur tentang hal tersebut, yaitu Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997, 
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-
Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Berbeda dengan hukum 
Islam (fikih), persepsi anak, dan bentuk peratanggungjawaban membuat tindak 
pidana anak tidak dikenakan Uqubah (hukuman), tapi takzir (peringatan) dan 
ta’dibiyyah  (pembinaan) saja. Korelasi dari keduanya adalah: (1)Asas penghormatan 
terhadap anak. (2)Proses penerapan hukuman bagi seorang anak pelaku tindak 
pidana dalam hukum positif yang berbeda dengan pelaku tindak pidana selain anak. 
Jika ditinjau dari kaidah mashlahah, maka pemberian takzir maupun ta’dibiyah 
kepada anak yang melakukan tindak pidana merupakan mas}lahah hajiyat (sekunder) 
dan  mas}lahah mulgah.  
Untuk itu, penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan teoritis 
antara hukum nasional terhadap pelaku tindak pidana anak yang berlaku di 
Indonesia, bahan perbandingan dan acuan terhadap penelitian selanjutnya baik yang 
relevan, maupun dari varian yang berbeda, dan atau bahan acuan uji materil terhadap 







A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan negara berdasarkan hukum modern.
1
 Penegasan 
ini terdapat dalam teks UUD RI 1945, penjelasannya secara eksplisit disebutkan 
bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechstaat) dan bukan 
berdasarkan atas kekuasaan (machtstaat). Pada penjelasan berikutnya ditegaskan 
bahwa pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak 
bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas, dengan demikian tidak  
diragukan lagi bahwa hukum dalam negara Indonesia mempunyai kedudukan yang 
sangat mendasar dan tertinggi (supreme), sehingga kekuasaan siapapun yang 
memegangnya harus tunduk pada hukum.
2
 Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan 
kondisi yang kondusif, adil makmur secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Gagasan sebagai negara hukum didasarkan pada pancasila dan UUD RI 1945  
yang dibangun di atas prinsip-prinsip persatuan, keadilan sosial, demokrasi, 
ketuhanan dan kemanusiaan bukan saja aspirasi dan cita-cita dari para penguasa saja 
(the founding fathers), melainkan: pertama, telah menjadi semangat negara RI dan 
merupakan deklarasi seluruh rakyat Indonesia untuk melindungi hak-hak asasi, yang 
mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan 
pendidikan; kedua, peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh 
                                                          
1
Yaitu negara yang berfungsi selain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
dengan menciptakan ketentraman/ ketertiban, juga berfungsi memajukan kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mewujudkan kemakmuran yang adil dan sejahtera. Lihat 
Amrullah Ahmad (et al), Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Cet.I; Jakarta: Gema 
Insani Press,1996), h. 177.   
2
Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan dari Aspek Metodologis, 




suatu kekuatan/ kekuasaan apapun; ketiga legalitas dalam arti hukum dalam semua 
bentuknya.
3
   
Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal-hal 
yang berkaitan dengan kegiatan atau tingkah laku manusia  sebagai anggota di 
masyarakat dan tujuan hukum adalah memberikan kesalamatan, ketentraman, dan 
tata tertib di masyarakat. Masing-masing individu masyarakat mempunyai 
kepentingan sehingga setiap anggota masyarakat dalam memenuhi kepentingan 
tersebut mengadakan hubungan-hubungan yang diatur oleh hukum untuk 
menciptakan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.  
Jika seseorang atau sekelompok melakukan pelanggaran hukum maka terjadi 
keguncangan keseimbangan, karena pelanggaran hukum tersebut dapat 
mendatangkan kerugian bagi pihak lain.  Untuk menciptakan kembali keseimbangan 
dalam masyarakat, maka diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam  bidang 
hukum tata negara, sanksi perdata dalam bidang hukum perdata, dan sanksi pidana 
dalam bidang hukum pidana. Pada pelaksanaannya, apabila sanksi administrasi dan 
sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam 
masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanski terakhir atau ultimum 
remedium.4  
Hukum pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana, 
menentukan tentang kesalahan bagi sipelanggarnya dan hukum yang menentukan 
tentang pelaksanaan substansi hukum pidana.  
                                                          
3Ibid.,   
4
Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak 




Di Indonesia hukum pidana dibagi dalam dua macam, yaitu dikumpulkan 
dalam kitab kodifikasi (Kitab Undang-undang Hukum Pidana/KUHP) yang 
merupakan hukum pidana umum dan hukum yang tersebar dalam berbagai undang-
undang dan membahas tentang hal-hal tertentu yang merupakan hukum pidana 
khusus. Pelanggaran terhadap hukum pidana dapat dikualifikasikan sebagai suatu 
kejahatan atau pelanggaran baik berupa kejahatan atau kriminalitas.   
Masalah kejahatan/ kriminalitas merupakan persoalan yang selalu aktual, 
hampir disemua negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Perhatian terhadap 
masalah ini telah banyak dicurahkan, baik dalam bentuk diskusi-diskusi maupun 
dalam seminar-seminar  yang telah diadakan oleh organisasi-organisasi atau instansi-
instansi pemerintah yang erat hubungan dengan masalah ini. Hal tersebut menarik 
perhatian sebab pelanggaran hukum di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh 
anggota masyarakat yang sudah dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anggota 
masyarakat yang masih anak-anak  yang perbuatannya dapat merugikan diri sendiri 
dan masyarakat. 
Penyimpangan perilaku atau pelanggaran hukum oleh anak biasanya 
disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perkembangan zaman yang semakin 
maju dan terciptanya teknologi komunikasi yang semakin canggih, mendorong 
terwujudnya globalisasi yang merupakan proses perubahan sosial yang tak 
terhindarkan.  
Satu sisi hal tersebut sangat berguna bagi perkembangan bangsa, tetapi di sisi 




Indonesia masih menghadapi krisis ekonomi yang tidak kunjung selesai.
5
 Laju 
pertumbuhan penduduk yang pesat yang tidak sebanding dengan peningkatan 
pertumbuhan ekonomi mengakibatkan banyaknya pengangguran, sulitnya mencari 
lapangan pekerjaan dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat mengakibatkan 
penurunan kualitas hidup masyarakat, peningkatan jumlah anak putus sekolah, hal-
hal tersebut mendorong munculnya berbagai tindak kriminalitas.  
Selain itu, pada dasarnya kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari 
tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Kita dapat melihat di negara kita masih 
banyak anak yang tinggal di daerah kumuh  dan  di antaranya harus berjuang 
mencari nafkah untuk membantu keluarga. Kemiskinan, pendidikan yang rendah, 
keluarga yang berantakan akan memudahkan anak terseret dalam arus pergaulan 




Hal tersebut merupakan dasar  yang melatar belakangi seorang anak untuk 
melakukan tindak pidana atau kejahatan. Sehingga dalam menghadapi dan 
menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu 
dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. 
Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan 
berdasarkan pikiran, perasaan dan  kehendaknya, tetapi keadaan disekitar dapat 
mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, maka orang tua dan masyarakat 
                                                          
5
Lihat Waluyadi, Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana (Cet. I; Bandung: CV. Mandar 
Maju,2009), h. 44. 
6
C.S.T. Kansil,et al., Tindak Pidana dalam Undang-undang Nasional (Cet.I; Jakarta: Jala 




sekitarnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, 
dan pengembangan perilaku anak tersebut. 
Hal tersebut  menjadi penting, mengingat anak sebagai bagian dari generasi 
muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya  manusia 
bagi pembangunan Nasional  dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia 
Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta melihat kesatuan dan 
persatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan pancasila dan UUD RI 1945.
7
 Namun terkadang anak memiliki 
keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem 
yang ada. Oleh karena ketika  anak  menjadi pelaku  tindak pidana, Negara harus 
memberikan perlindungan padanya. 
Tindak pidana oleh anak merupakan suatu masalah yang memerlukan 
perhatian khusus pemerintah, oleh karena berkaitan dengan moralitas para generasi 
bangsa. Pengadilan dalam hal ini merupakan instansi atau lembaga yang menangani 
masalah hukum perlu memberikan perhatian terhadap kasus yang berkaitan dengan 
anak-anak. Untuk itu pengadilan perlu memberikan sanksi yang paling tepat pada 
anak-anak yang melakukan tindak pidana. 
Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi 
anak nakal, maka pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan dengan 
menerbitkan peraturan perundangan yang merumuskan perlindungan terhadap anak-
anak yang berhadapan dengan hukum.  
Salah satu  implementasinya adalah dengan lahirnya Undang-undang RI No.3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memberikan ketentuan-ketentuan 
                                                          




mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan 
peradilan umum, yang penanganannya melibatkan beberapa lembaga negara, yaitu 
Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Departemen Hukum dan HAM, serta 




Sebagaimana diketahui negara Indonesia mayoritas penduduknya beragama 
Islam, sehubungan dengan ini pengkajian Islam terutama pada tingkah laku 
pemeluknya sangat penting. Sehingga dapat dirasakan bahwa agama Islam mengatur 
segala aspek kehidupan umat, mengatur tahiyah dan salam kita. 
Hukum pidana Islam memegang teguh asas legalitas  ََةب ُْوقُء َلا َو َةَمْي ِرَج لا  ٍَّصن َِلاب
yang berarti tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-
undang lain yang mengaturnya.
9
 Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi 
kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat 
dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenangan-
wenangan hakim agar dapat  menjalankan tugas-tugas dengan adil dan tidak  
berpihak. Asas ini sesuai dengan ketentuan Allah dalam Q.S.al- Isra>’/17: 15. 
                                            
             
Terjemahnya: 
Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka 
sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan 
barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) 
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dirinya sendiri dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang 
lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.
10
 
Asas legalitas ini pada hakikatnya untuk  menjamin kepastian hukum dan 
keadilan hukum dalam masyarakat. Ayat ini juga mengandung pengertian bahwa 
asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Alquran diturunkan oleh Allah 
swt. kepada nabi Muhammad saw. sebagai konsekuensi dari asas legalitas tersebut 
pertanggung  jawaban pidana dalam hukum pidana Islam dapat diterapkan apabila 
memenuhi persyaratan umum terjadinya suatu tindak pidana yang meliputi tiga 
unsur, yaitu: pertama,unsur formil (rukun syar’i>) yang berarti adanya peraturan 
perundang-undangan (nas) yang secara tegas melarang suatu tindak pidana disertai 
sanksi pidana; kedua, unsur material (rukun maddi) yaitu terjadinya suatu perbuatan 
yang membentuk tindak pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 
Ketiga ,unsur moril (rukun adabi>), pelaku adalah orang mukallaf  yang dapat 
dimintai pertanggung jawaban terhadap tindak pidana yang dibuatnya.
11
  
Ajaran Islam memiliki aturan terhadap kejahatan. Kejahatan dalam hukum 
Islam dinamakan jarimah/jinayah yang didefenisikan sebagai larangan-larangan 
hukum yang diberikan Allah yang apabila dikerjakan akan diancam dengan hukuman 
had dan takzir.
12 
Beberapa pendapat tentang batasan seorang anak yang dapat dikenakan 
pertanggung jawaban pidana. Menurut beberapa fuqaha, mereka membatasi usia 
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seorang anak yang dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah yang 
diperbuatnya yaitu setelah si anak mencapai usia 15 tahun.
13
 Sedang menurut 
Ahmad Hanafi yang mengutip Imam Abu Hanifah, membatasi pada usia 18 tahun 
dan menurut satu riwayat 19 tahun.
14
  
Namun begitu, seorang hakim harus memperhatikan kemampuan 
pertanggung jawaban pidana pelaku kejahatan dalam menjatuhkan hukuman. Jangan 
ada keraguan dalam menjatuhkan hukuman, karena hal itu dapat menjadi sebab 
gugurnya hukuman. Bagaimanapun juga suatu kejahatan harus mendapat imbalan 
atau hukuman yang sepantasnya, karena hukuman selain dijadikan suatu balasan atas 
kejahatan dapat juga sebagai perbaikan dan pencegahan terhadap semakin maraknya 
tindak kejahatan.
 
Kelihatannya Islam memiliki aturan dan landasan yang berbeda tentang 
kejahatan anak dibanding aturan yang berlaku di Indonesia, baik dari segi pelaku, 
landasan hukum dan sanksi yang diberikan. Tetapi dari sisi keadilan dan tujuan 
pemberian tindakan/hukuman terdapat kesamaan.  
Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin meneliti kembali eksistensi dari dua 
hukum yang berbeda ini dalam kasus kejahatan anak, dengan  permasalahan pokok 
yaitu ‚Bagaimana sanksi terhadap tindak pidana anak dalam perspektif fikih dan 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut dan pokok masalah yang telah 
disebutkan sebelumnya, maka untuk mengkaji masalah pokok tersebut, penulis 
merumuskannya dalam tiga sub masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana konsep sanksi terhadap pidana anak perspektif fikih dan hukum 
positif di Indonesia? 
2. Bagaimana perbedaan konsep sanksi terhadap pidana anak perspektif fikih 
dan hukum positif di Indonesia? 
3. Bagaimana korelasi konsep pidana anak perspektif fikih dan hukum positif? 
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian  
1. Defenisi Operasional 
Penelitian ini berjudul ‚Sanksi Pidana Terhadap Anak dalam Perspektif Fikih 
dan Hukum Positif di Indonesia‛, untuk memperjelas pengertian atau makna variabel 
yang terdapat dalam judul penelitian ini, maka perlu dikemukakan defenisi 
operasional agar penelitian ini berjalan dengan mudah dan menghindari kesalahan 
pemahaman tentang judul yang dimaksud. 
a. Sanksi terhadap Tindak Pidana Anak. 
 Dalam kamus hukum kata sanksi berarti ‚ancaman; suatu alat pemaksa guna 
ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma-norma hukum; akibat suatu 
perbuatan atau reaksi dari pihak lain atas sesuatu perbuatan.
15
 
Secara konvesional sanksi dibedakan antara sanksi negatif yang berupa 
pembebanan dan penderitaan yang ditentukan dalam hukum, dengan sanksi positif 
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yang merupakan imbalan atau anugerah yang ditentukan dalam hukum.
16
 Sedangkan 
berdasarkan konsep Double track system yang merupakan sistem dua jalur mengenai 
sanksi dalam hukum pidana, yakni terdiri dari sanksi pidana dan sanksi tindakan.
17
 
Jadi, sanksi yang dimaksudkan dalam tulisan ini yaitu ancaman atau 
hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana yang memenuhi syarat untuk 
dikenakan sanksi pidana atau tindakan sebagai efek atau akibat dari perbuatannya.   
Adapun pengertian pidana dalam hal ini tindak pidana  adalah terjemahan 
dari bahasa belanda ‚Strafbaar feit‛ atau ‚delict‛ merupakan suatu perbuatan pidana 
yang dapat dijatuhi hukuman atau setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai 
kejahatan atau pelanggaran.
18
 Menurut Simons tindak pidana adalah kelakuan 
(handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang 




Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut 
hukum pidana, hukum perdata dan hukum Islam. Secara nasional defenisi anak 
menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang 
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belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah.
20
 Ada yang mengatakan anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun,
21
 Undang-undang RI No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
tahun dan bahkan masih di dalam kandungan,
22
 sedangkan Undang-undang RI No. 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang yang dalam perkara anak 




Berdasarkan uraian tersebut maka secara operasional yang dimaksud dengan 
sanksi terhadap pidana anak adalah ancaman, hukuman, dan ganjaran terhadap anak 
yang melakukan tindak pidana yang merupakan vonis hakim, sebagai akibat dari 
tindakan yang dilakukan seorang anak sebelumnya.  
b. Pidana Anak Perspektif Fikih 
Secara umum, aturan yang terkandung dalam fikih memandang bahwa 
jinayah merupakan bagian hukum syar’i yang berkaitan dengan perbuatan manusia 
(mukallaf) yang bersumber dari dalil-dalil nas yang terinci.
24
 Perbuatan dan perilaku 
berdasarkan dalil-dalilnya yang terperinci dihasilkan dengan jalan ijtihad, inilah 
yang disebut dengan fikih.  
                                                          
20
Lihat Pasal 1ayat 2 UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Redaksi 
Sinar Grafik, Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak (Cet. V; Jakarta: sinar 
Grafika, 2007), h. 52.  
21
Lihat pasal 47 ayat 1 dan pasal 50 ayat 1UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.   
22
Lihat pasal 1ayat 1 Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.    
23
Pasal 1ayat 1 UU RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.  
24
Abdul Wahab Khallaf memberikan defenisi fikih sebagai hukum-hukum syar’i yang 
berkaitan dengan perbuatan manusia (mukallaf) yang didapatkan dari dalil-dalilnya yang terinci. 




Dalam penelitian ini yang berdasarkan dari perspektif tersebut, sanksi tindak 
pidana yang dilakukan seorang anak akan dilihat dalam pandangan atau aturan fikih. 
c. Pidana Anak Perspektif Hukum Positif di Indonesia. 
Dalam kamus hukum, hukum positif adalah hukum yang sedang berlaku pada 
saat ini di suatu negara; ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau 
masyarakat tertentu pada saat  tertentu.
25
 
Hukum positif adalah sinonim dari hukum nasional yg berarti hukum atau 
aturan perundang-undangan yang didasarkan pada landasan ideologi dan 
konstitusional negara, yaitu Pancasila dan UU RI 1945.
26
 Dengan kata lain hukum 
nasional merupakan sistem hukum yang timbul sebagai sebuah budaya rakyat 
Indonesia yang berjangkauan nasional, yaitu sistem hukum yang meliputi seluruh 
rakyat sejauh batas-batas nasional negara Indonesia.
27
  
Jadi istilah hukum positif dalam operasional tulisan ini adalah hukum yang 
berlaku atau diberlakukan di negara Republik Indonesia yang erat kaitannya dengan 
tindak pidana anak yakni Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak.   
2. Ruang Lingkup Penelitian 
Permasalahan yang muncul berkaitan dengan ‚Sanksi Terhadap Tindak 
Pidana Anak dalam Perspektif  Fikih dan Hukum Positif di Indonesia‛ maka dalam 
penelitian ini peneliti perlu membatasi ruang lingkupnya sebagai berikut: 
a. Konsep sanksi terhadap tindak pidana anak perspektif fikih.  
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b. Konsep sanksi terhadap tindak pidana Anak perspektif hukum positif di 
Indonesia. 
c. Korelasi konsep sanksi terhadap tindak pidana anak perspektif fikih dan  hukum 
positif di Indonesia. 
D. Kajian Pustaka 
Penelitian ini membahas tentang sanksi pidana terhadap anak perspektif  
fikih dan hukum positif di Indonesia. Berdasarkan dari pelacakan yang dilakukan, 
penulis belum menemukan kajian yang secara spesifik menyangkut judul ini. Akan 
tetapi, ada beberapa sumber buku, dan  hasil penelitian yang memiliki relevansi 
dengan tesis ini adalah: 
 Hukum Pidana Anak, karya Wagiati soetodjo. Buku ini, Wagiati membahas 
mengenai gejala dan timbulnya kenakalan anak serta prosedur pemeriksaan dan 
batas pemidanaan anak hingga hak-hak anak atas perlindungan hukum sesuai dengan 
UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Wagiati memaparkan bahwa 
perlakuan terhadap mereka selama dalam proses hukum maupun dalam 
pemidanaannya, haruslah memperhatikan keberadaan anak sebagai pelaku kriminal 
usia muda yang berbeda karakteristiknya dengan pelaku kriminal dewasa. Walaupun 
buku ini telah membahas proses pidana bagi anak sesuai dengan hukum nasional 
tetapi  di dalamnya tidak ditemukan kajian proses pidana bagi anak berdasarkan 
aturan Islam. 
Peradilan Pidana Anak di Indonesia; Pengembangan Konsep Diversi dan 
Restorative Justice, karya Marlina. Buku ini membahas pula mengenai perlindungan 
hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana serta proses peradilan yang 




Marlina menawarkan konsep diversi dan Restorative justice. Diversi adalah 
kebijakan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan formal; memberikan 
perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak 
menjadi pelaku kriminal dewasa. Restorative justice merupakan proses penyelesaian 
yang dilakukan di luar sistem peradilan, bertujuan mencapai kesepakatan dan 
penyelesaian dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat dengan mengutamakan 
perbaikan, rekonsilasi dan perlindungan kembali. Meskipun konsep yang ditawarkan 
dalam buku ini sesuai dengan aturan Islam tetapi dalam buku ini tidak menjelaskan 
bagaimana sanksi yang diberikan kepada anak sebagai pelaku pidana berdasarkan 
fikih. 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 
Indonesia,  karya Maidin Gultom. Tulisan ini membahas mengenai sistem peradilan 
pidana anak di Indonesia  serta  proses perlindungan hukum terhadap anak mulai 
pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap persidangan hingga pada tahap 
permasyarakatan. Maidin memaparkan bahwa anak nakal yang berkonflik dengan 
hukum dan harus menghadapi proses peradilan seyogyanya diperlakukan berbeda 
dengan orang dewasa, hal ini didasarkan pada perbedaan fisik, mental, dan sosial 
sehingga mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa. 
Oleh karena itu perlu penanganan secara khusus serta perlindungan dari tindakan-
tindakan yang dapat menghambat perkembangannya. Buku ini memaparkan 
mengenai perlindungan yang diberikan kepada anak  yang berhadapan dengan hukum  
serta sanksi yang diberikan anak tersebut berdasarkan peraturan hukum nasional 
tetapi tidak menjelaskan bagaimana aturan fikih mengenai anak yang melakukan 




Anak dalam Perspektif  Hukum Pidana, karya Waluyadi. Tulisan ini 
membahas bahwa anak  yang melakukan tindak  pidana maka disebut sebagai anak 
nakal, karena akibat perilaku anak nakal tersebut akan jelas memberikan efek yang 
kurang menguntungkan baik bagi diri sendiri dan juga lingkungannya, maka anak 
yang bersangkutan akan berhadapan dengan hukum dan diproses secara hukum 
dengan diajukan ke pengadilan anak dengan ketentuan ia berusia 8 tahun dan belum 
berusia 21 tahun. Namun bagi anak yang melakukan tindak pidana belum berusia 8 
tahun dilakukan tindakan melalui proses penyidikan. Buku ini menjelaskan 
mengenai konsep anak berdasarkan UU RI No. 3 Tahun 1997 tetapi tidak ditemukan 
penjelasan mengenai konsep anak berdasarkan fikih untuk dijadikan bahan 
perbandingan. 
Pidana Islam dalam Politik Hukum Indonesia; Ekletisisme dan pandangan 
Nonmuslim, karya Sabri Samin. Buku ini membahas mengenai akar sejarah dari 
kehadiran pemidanaan dalam Islam, kemudian mendudukkan konsep pemidanaan 
dalam Islam itu dalam posisi dan proporsi yang tepat, di antaranya mengemukakan 
berbagai pandangan ulama klasik, ulama kontemporer dan pandangan nonmuslim 
serta kemungkinan implementasinya di negara hukum Indonesia. Buku ini 
menjelaskan mengenai konsep pemidanaan dalam Islam, namun secara spesifik 
belum menjelaskan mengenai uqubah yang diberikan kepada anak yang melakukan 
tindak pidana. 
Asas-asas Hukum Pidana Islam, karya Ahmad Hanafi. Dalam buku ini 
membahas tentang segi-segi kepidanaan dalam hukum Islam, yang menguraikan 
tentang pembagian jarimah, sumber aturan-aturan pidana Islam, kaidah-kaidah 




pertanggung jawaban pidana yang secara sistematis diuraikan dengan sistem  
muqaranah. Meskipun buku ini telah menjelaskan pertanggung jawaban pidana oleh 
anak berdasarkan fikih tetapi tidak menjelaskan pertanggung jawaban pidana oleh 
anak berdasarkan hukum nasional. 
Proses Penyidikan Tindak Pidana Anak di Polwiltabes Semarang, oleh Risna 
Nufrianto. Skripsi ini dijelaskan mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana 
anak, penyelesaian tindak pidana anak serta hambatan-hambatan dalam mengatasi 
tindak pidana anak. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak hendaknya Polisi sebagai penegak hukum melakukan 
pendekatan secara kekeluargaan dan anak selama dalam tahanan diberikan 
pengarahan dan bimbingan yang bermanfaat bagi anak dikemudian hari. Bagi orang 
tua, setelah mengetahui anaknya berperkara dengan hukum hendaknya jangan 
langsung menyalahkan anak semata, akan tetapi mengintropeksi diri berkenaan 
dengan pembinaan keluarga sehingga nantinya menghasilkan jalan keluar yang 
terbaik bagi anak.  
Pelecehan Seksual Antar Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, 
oleh Fajar Triyono. Skripsi ini dipaparkan mengenai bentuk-bentuk pelecehan 
seksual yang terjadi antar anak di daerah Klaten, serta faktor-faktor yang 
mempengaruhi anak melakukan pelecehan tersebut. Anak harus mendapatkan 
perlindungan hukum demi masa depan sehingga akan menunjang pertumbuhan dan 
perkembangan secara wajar, karena anak-anak adalah masa dimana manusia muda 
dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya mudah terpengaruh untuk 
oleh keadaan sekitarnya. Namun jika anak melakukan kejahatan yang merugikan 




menjelaskan tentang proses hukum serta sanksi bagi anak pelaku pidana berdasarkan 
undang-undang nasional, tetapi tidak menjelaskan bagaimana proses hukumnya 
berdasarkan perspektif fikih. 
Berdasarkan beberapa tulisan tersebut, banyak yang memberikan ragam 
pemikiran yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk 
memberikan telaah kritis terhadap konsep yang ada mengenai Pidana Anak dengan 
penjelasan yang lebih komprehensif  tentang sanksi terhadap anak perspektif  fikih 
dan hukum positif di Indonesia. 
E. Kerangka Teoritis 
Pesan Alquran dan hadis yang bersifat universal, memberi peluang 
pemahaman baru  untuk merespon berbagai tantangan dalam bidang hukum, 
khususnya masalah pidana dan sanksinya.   
Anak merupakan amanah dan karunia Allah swt., yang di dalam dirinya 
melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh 
karena itu kedua orang tua, guru, pemerintah dan masyarakat berkewajiban dan 
bertanggung jawab terhadap pendidikan serta perlindungan terhadap anak, dengan 
demikian anak akan tumbuh dan berkembang secara wajar. Sebagaimana dengan 
firman Allah Q.S al- Nisa>/4: 9. 
                                
       
Terjemahnya: 
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 








Pada ayat lain dijelaskan pula bahwa Islam mensyariatkan adanya hukuman 
bagi orang yang terbukti melakukan suatu tindak pidana atau jarimah. Firman Allah 
Q.S al-Ma>idah/5: 44. 
…                          
Terjemahnya: 
…Dan barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan 
Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir.
29
 
Oleh karena itu, apabila anak melakukan suatu kenakalan atau tindak 
kejahatan maka perlu adanya penegakan hukum yang tepat bagi mereka, karena 
keadaan fisik dan psikis anak yang belum cakap dalam pertanggung jawaban 
terhadap hukum. Sementara menurut hukum  pidana Islam seseorang baru dapat 
dimintai pertanggung jawaban secara pidana jika yang bersangkutan telah dewasa 
(mukallaf) dan sehat akalnya.  
 Berkaitan dengan kenakalan anak, hukum positif di Indonesia yang berbicara 
tentang sanksi pidana anak di antaranya adalah Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang RI No 23 Tahun 2002  tentang 
Perlindungan Anak merupakan perundang-undangan yang berlaku umum bagi 
seluruh warga negara Indonesia. 
 Menurut seorang pakar hukum Amerika Thomas A. Wartowski, 
mengatakan: ‚Agar  dapat efektif maka suatu hukum harus mempunyai dukungan 
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dari masyarakat/ rakyat, dan untuk mendapat dukungan rakyat, maka aturan hukum 
itu harus sesuai dengan nilai-nilai dan kultur hukum rakyat banyak‛.30 
Terkait dengan pidana anak, teori mas}lahah setidaknya menjadi acuan 
pemikiran awal dalam mewujudkan  maqa>s{id al- Syari>ah adalah konsep yang paling 
tepat untuk mengkaji tentang sanksi pidana terhadap anak. Menurut konsep 
mas}lahah Al-Ghazali, bahwa menurut asal mas}lahah, berarti sesuatu yang 
mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan mud}arat yang pada 
hakikatnya adalah memelihara tujuan syara’ dalam menetapkan hukum.31 
Kerangka pikir seperti yang telah diungkapkan sebelumnaya, tergambar 
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Thomas A. Wartowski dalam Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan 
Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence) (Cet. I; 
Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 497. 
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F. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis
32
 dan termasuk penelitian 
kepustakaan (library research), yaitu menelaah buku-buku, karya ilmiah, majalah, 
surat kabar, maupun peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
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Menurut Jujun S. Suriasumatri, deskriptif analisis adalah metode yang digunakan untuk 
meneliti gagasan atau produk pemikiran manusia yang telah tertuang dalam bentuk media cetak, baik 
berbentuk naskah primer maupun sekunder dengan melakukan studi kritis terhadapnya. Lihat Jujun S. 
suriasumantri, Penelitian Ilmiah, kefilsafatan, dan keagamaan; Mencari Paradigma Kebersamaan, 
dalam M. Deden Ridwan, ed, Tradisi Baru Penelitian Agama Islam; Tinjauan Antardisiplin Ilmu 
(Bandung: Nuansa, 2001), h. 68.    
Sanksi Pidana Terhadap Anak 
Alquran dan hadis Hukum Positif di 
Indonesia 
Ijtihad UU RI No. 3 Tahun 1997 
tentang  Pengadilan Anak 





2. Jenis Pendekatan. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan multidisipliner 
yaitu: 
a. Pendekatan Teologis Normatif (syar’i). 
Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan fikih 
yang bersumber dari Alquran dan hadis terhadap sanksi pidana terhadap anak. 
b. Pendekatan Yuridis/Perundang-undangan (statue approach) 
Pendekatan ini digunakan untuk menalaah semua Undang-Undang dan 
regulasi yang terkait dengan pembahasan.
33
 Dalam hal ini adalah ketentuan Undang-
undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, serta Undang-undang RI No. 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
c.  Pendekatan Historis (historical approach) 
Pendekatan ini digunakan untuk membantu peneliti mengetahui dan 
memahami aturan hukum dari waktu ke waktu.
34
 Terkait pula dengan pemberlakuan 
Undang-undang RI tentang sanksi pidana terhadap anak. 
 Ketiga pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis penerapan sanksi 
pidana terhadap anak perspektif fikih dan hukum positif di Indonesia. 
3. Jenis pengumpulan Data 
Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), maka data 
penelitian ini diperoleh melalui data kepustakaan khususnya yang berkaitan dengan 
pidana anak di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengutip, 
menyadur dan mengulas literatur yang memiliki relevansi dengan masalah yang 
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Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009), h. 93.   




dibahas, baik yang bersumber dari undang-undang, peraturan pemerintah, buku, 
maupun artikel-artikel yang dianggap representatif. 
4. Jenis Pengelolaan dan Analisis Data 
a. Teknik Pengelolaan Data 
Data yang telah diperoleh dari suatu sumber dapat dikatakan sebagai langkah 
awal dari analisis data. Selanjutnya metode pengolahan data yang digunakan dalam 
penulisan ini adalah metode kualitatif, data-data yang dikumpulkan melalui studi 
kepustakaan (library research) diolah dan dianalisa secara kualitatif dan disimpulkan 
secara kualitatif pula dengan menggunakan analisis isi (content analysis),35 yang 
mempunyai tiga syarat yaitu: objektifitas, sistematis, dan generalisasi. Hasil analisis 
haruslah menyajikan generalisasi artinya temuan ini haruslah mempunyai 
sumbangan teoritik, temuan yang hanya deskriptif rendah nilainya.
36
 
b. Tehnik Analisis Data 
Oleh karena unit analisis
37
 dalam penelitian ini adalah nas Alquran, hadis, 
peraturan perundang-undangan dan pemikiran-pemikiran yang didapat dalam buku-
buku atau sumber-sumber lain, maka perlu ada penafsiran dan pemaknaan 
(verstehen)38 terhadap makna apa yang ditemukan di balik nas Alquran, hadis, 
peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan tersebut. 
                                                          
35Content analysis merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan atau komunikasi. Secara 
tekhnis content analysis mencakup upaya: klasifikasi tanda-tanda yang dipakai dalam komunikasi, 
menggunakan kriteria sebagai dasar klasifikasi dan menggunakan tekhnik analisis tertentu sebagai 
pembuat tradisi. Lihat Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi III (Cet. VII; 
Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 49.  
36
Lihat Ibid.,    
37
Sesuatu yang berkaitan dengan focus/komponen yang diteliti. Lihat Imam Suprayogo dan 
Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama (Cet. I; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 49  
38
Clifford Geertz mengistilahkan verstehen dengan Understanding of Understanding, karena 




Adapun langkah-langkah sistematis yang ditempuh dalam analisis data 
sebagai berikut: 
1. Melakukan pemilihan terhadap pokok bahasan yang terdapat dalam berbagai 
literatur yang ada baik dalam perundang-undangan maupun buku-buku 
tentang hukum pidana anak, ataupun buku-buku tentang pembahasan 
tersebut dalam literatur-literatur klasik maupun kontemporer. 
2. Melakukan klasifikasi terhadap latar belakang tesis. 
3. Mendeskripsikan masalah dan menelaahnya sesuai dengan tujuan dari 
penulisan tesis. 
4. Menelusuri pendapat-pendapat para ulama sesuai dengan objek kajian tesis. 
5. Menafsirkan nas Alquran, hadis, peraturan perundang-undangan dan 
kebijakan-kebijakan yang ada sesuai dengan objek kajian tesis. 
6. Mengkaji proses legislasi batas usia anak dalam dalam tindak pidana dan 
penegakan hukumnya. 
7. Mengkomparasikan antara konsep pidana anak dalam perspektif fikih dan 
hukum positif di Indonesia, untuk memperoleh konklusi yang lebih 
komprehensip tentang objek kajian. 
8. Merumuskan hasil penelitian. 
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 
Dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dan kegunaan 
penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Tujuan Penelitian 
a. Mendeskripsikan konsep sanksi terhadap tindak pidana anak perspektif  fikih. 
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b. Mendeskripsikan konsep sanksi terhadap tindak pidana anak perspektif hukum 
positif di Indonesia 
c. Menganalisis korelasi konsep hukum pidana anak perspektif fikih dan hukum 
positif. 
2. Kegunaan Penelitian 
a. Kegunaan ilmiah 
1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keagamaan, khususnya 
yang berkaitan dengan sanksi pidana terhadap anak. 
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para 
peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut pokok permasalahan yang dibahas. 
b. Kegunaan Praktis 
1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam upaya  
menanggulangi dan mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak. 
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran     dalam 
dunia hukum, sehingga memberi implikasi pada pembentukan akhlak pada 
anak. 
H. Garis Besar Isi Tesis 
Penulisan tesis ini dibagi kedalam lima bab dengan sistematika pembahasan 
sebagai berikut: 
Bab pertama merupakan pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai pengantar 
dan pengarah kajian bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini memuat latar belakang 
masalah, rumusan permasalahan, defenisi operasional, kerangka pikir, tujuan 




Bab kedua menguraikan gambaran umum mengenai tindak pidana anak. 
Dalam bab ini membahas tentang pengertian tindak pidana dan bentuk-bentuk 
tindak pidana oleh anak, sebab-sebab terjadinya kejahatan anak dan penerapan 
hukum terhadap tindak pidana anak di Indonesia. 
Bab ketiga menguraikan  latar belakang sejarah peradilan anak di Indonesia, 
prinsip-prinsip peradilan anak di Indonesia, Undang-Undang tentang tindak pidana 
anak, tujuan penerapan Undang-Undang tentang tindak pidana anak di Indonesia, 
perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana 
Bab keempat menguraikan tentang sanksi pidana terhadap anak perspektif 
fikih dan hukum positif di Indonesia. Dengan menguraikan kejahatan anak dalam 
perspektif fikih, pembebanan hukuman terhadap anak dalam perspektif fikih, 
perbandingan hukum positif dengan fikih terhadap tindak pidana anak korelasi hukum 
positif dan fikih tentang tindak pidana anak. 











GAMBARAN UMUM TINDAK PIDANA ANAK 
 
A. Konsep Umum tentang Anak 
1. Definisi Anak Menurut Hukum Positif 
Anak adalah manusia yang masih kecil.
1
 Definisi anak secara nasional 
didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata dan 
hukum Islam. Secara nasional konsep anak ataupun seseorang dikatakan dewasa 
sehingga mampu bertanggung jawab sangat bervariasi. Undang-Undang RI Nomor 
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan pada pasal 1ayat (1): 
‚Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang 
masih dalam kandungan‛.2 
Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan ini, maka seseorang 
yang  masih berusia di bawah 18 tahun adalah tergolong usia anak serta berhak 
diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya. 
Usia anak dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 
Pengadilan Anak, pasal 1 ayat (1): 
‚Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum 
pernah kawin‛.3 
Pada pasal 4 ayat (1) disebutkan: 
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Lihat Departeman Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia; Pusat Bahasa, 
Edisi keempat (Cet.I; PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 55. 
2
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
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‚Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah 
sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan 
belas) tahun dan belum pernah kawin‛.4 
Anak dalam Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak pasal 2 disebutkan: Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua 
puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
5 
Ketetapan batas usia Anak yang terdapat dalam regulasi atau aturan 
perundang-undangan tersebut bervariasi. Demikian pula batas usia berkaitan dengan 
hak-hak yang diberikan kepada seseorang, ketika dianggap mampu atau cakap untuk 
bertindak di dalam hukum juga bervariasi. 
2. Definisi Anak Menurut Fikih 
Definisi anak yang ditetapkan perundang-undangan berbeda dengan definisi 
menurut fikih. Menurut fikih untuk menentukan seseorang masih anak-anak atau 
sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak berbeda usia 
untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat 
dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. 
Maksudnya seseorang dinyatakan sebagai anak apabila anak tersebut belum 




Ada beberapa kata yang digunakan dalam bahasa Arab untuk menyebut anak 
yang belum balig, yaitu; هبا ,دلو ,يبص ,م لاغ ,لفط. Meskipun semua kata itu sinonim, 
                                                          
4Ibid., Pasal 4 ayat 1 
5
Lihat Republik Indonesia, Pasal 1ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak.  
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tetapi masing-masing memiliki kecenderungan pemaknaan yang berbeda. Kata هبا 
mengandung arti anak yang lebih condong menjelaskan penisbahan kelahirannya 
meskipun kata هبا juga memberi pengertian kepada anak yang masih kecil.7 Kata دلو 




Kata  يبص  adalah   ازمع ًتفلا نود ي ذلا  yaitu anak  masih kecil sampai tumbuh 
dan belum mencapai umur anak muda atau pemuda.
9
 Kata ini cenderung diartikan 
anak yang berusia lima tahun ke atas, usia anak Sekolah Dasar sampai sebelum 
mencapai umur pemuda. Dalam al-Mu’jam al-Wasit dikatakan ملاغلا نود زيغصلا :يبصلا 
(al-sabiy adalah anak kecil yang belum dikatakan al-gulam).10 
Kata غملا  juga berarti anak yang masih kecil, sebagian pakar bahasa 
mengatakan bahwa kata ملاغ adalah  ةىهشلاداقىم ناك yaitu anak yang mulai mengalami 
masa puber pertama.
11
 Jadi anak yang termasuk dalam pengertian gulam adalah anak 
yang mulai beranjak masa dewasa, yaitu umur 12 sampai 18 tahun (usia sekolah 
menengah). Berdasarkan pengertian tersebut, kata ملاغ dipahami sebagai seorang 
anak yang sudah melakukan dan berperilaku meski dalam batas dan sifat anak-anak. 
Kata لفط adalah   زيغص دلو  yaitu bayi atau anak kecil atau anak yang baru 
keluar dari kandungan ibunya.
12
 Kata ini cenderung diartikan anak yang masih kecil 
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Ibnu Manzhur al-Fa>riqy, Lisa>n al-‘Arab, Jilid XV (Cet.I; Beirut: Dar al-S}adr, 2000), h. 278 
8Ibid., h. 158 
9Ibid., h. 58 
10Majma’ al- Lughah al- ‘Arabiyah, al- Mu’jam al- Wasit, Juz 1(Cet. II; Kairo: Dar al- 
Ma’a>rif, 1973) h. 507. 
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Marlina, op. cit, h. 88 
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Ibnu Manzhur, op.cit, h. 126. Lihat pula, Atabik Ali, Ahmad Muhdi Muhzar, Kamus 





yang berumur di bawah lima tahun (balita). Kemungkinan atas pengertian inilah 
sehingga sekolah bagi anak-anak ini disebut raudah al-atfal. Sedangkan dalam al- 
Mu’jam al-Wasit, kata  لفط diartikan و اصخر امع او ماد ام دىل ىملاا لفطلاغىلبلا ًتح دلىل  yaitu 
anak yang masih banyak tidur dan anak yang belum balig. Dikatakan  تلحزملا :تلىفطلا
غىلبلا ًلإ دلايملا هم (al-tufulah adalah masa kanak-kanak sejak lahir sampai balig).13 
Dalam diskursus fikih dan usul fikih, anak digolongkan ke dalam dua 
kelompok, yaitu mumayiz dan gairu mumayiz. Seorang anak yang dapat 
membedakan sesuatu yang baik dengan yang buruk, disebut mumayiz. Sedangkan 
anak yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk disebut gairu mumayiz. 
Menurut usul fikih, mumayiz adalah periode setelah masa al-tufulah (anak kecil 
yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat buat 
dirinya) dan menjelang masa balig. 
Seorang anak yang mumayiz telah kelihatan peran akalnya, sehingga ia 
mampu secara sederhana membedakan antara tindakan yang buruk dan membedakan 
mana yang bermanfaat dan mana yang mudarat. Pada tingkat ini, meskipun sudah 
mulai kelihatan kemampuan akal seorang anak, namun masih kurang atau belum 
sempurna karena belum mempunyai pandangan yang jauh. Pada dasarnya, yang 
menjadi batas awal dari periode mumayiz adalah batas akhir dari masa al-tufulah 
bagi seorang anak. Akan tetapi, ada kesulitan untuk menentukannya secara pasti. 
Karena di samping sifatnya abstrak, juga disebabkan perkembangan kejiwaan anak 
yang tidak sama antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, untuk 
                                                          









Must}afa Ahmad al-Zarqa> mengemukakan bahwa dalam kondisi normal, masa 
mumayiz itu dimulai dari umur tujuh tahun sampai datangnya masa akil balig, yaitu 
dengan datang haid bagi anak perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak 
anak laki-laki atau dengan  melakukan pernikahan bagi laki-laki maupun wanita. 
Meskipun masa akil balig berbeda antara yang satu dengan yang lain, namun 
menurut ulama fikih, batas minimal bagi perempuan adalah 9 tahun dan bagi anak 
laki-laki adalah 12 tahun. Namun bila sampai umur 15 tahun belum juga datang 
tanda akil balig bagi anak laki-laki dan wanita, maka umur 15 tahun itu dijadikan 
batas maksimal masa mumayiz dan mereka sudah  dianggap akil balig. Dengan 
demikian, berlaku atas dirinya hukum taklif sebagaimana lazimnya seseorang yang 
sudah balig berakal, kecuali jika ada hal-hal yang menjadi penghalangnya, seperti 
idiot dan keadaan yang menunjukkan ketidaknormalan akal  pikirannya.  
Pada periode mumayiz, seorang anak karena telah mempunyai pertimbangan 
sendiri meskipun belum sempurna, maka kecakapan untuk melakukan beban taklif 
dianggap belum sempurna, seperti yang dimiliki orang yang telah balig dan berakal. 
Dalam masalah ibadah yang bersifat rutin  seperti shalat dan puasa, anak yang 
mumayiz belum berdosa jika tidak melaksanakannya, meskipun orang tua 
berkewajiban untuk melatihnya. Adapun ibadah yang yang tidak bersifat rutin, 
seperti ibadah haji yang hanya wajib satu kali selama hidup, meskipun belum 
diwajibkan  atas anak pada periode mumayiz, tetapi jika dilaksanakannya tetap 
dianggap sah, namun setelah dewasa ia wajib mengulanginya kembali. 
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Dalam masalah keperdataan, ia hanya mempunyai kewenangan untuk 
bertindak dalam hal-hal yang tidak memerlukan izin dari walinya yaitu dalam hal-
hal yang menguntungkannya, seperti menerima hibah, wasiat, dan wakaf. Adapun 
tindakan-tindakan yang sifatnya merugikan tidak dianggap sah, seperti 
menghibahkan hartanya kepada orang lain dan melakukan jual beli yang bisa 
merugikannya. 
 Pembagian masa al-tufu>lah, mumayiz dan akil balig seperti itu, dilakukan 
ulama fikih dalam rangka mengetahui tingkat kecakapan seseorang dalam bertindak 
hukum atau kecakapan untuk memikul beban taklif.
15
 Hal tersebut dilakukan karena 
tingkat kecakapan seseorang dalam bertindak hukum atau kecakapan untuk memikul 
beban taklif menjadi ukuran penetapan hukum terhadap perilaku seorang anak dalam 
konsep fikih. 
B. Kriteria  dan Jenis Tindak Pidana Anak 
1. Kriteria Tindak Pidana Anak 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda strafbaar 
feit atau delict. Simons seorang guru besar ilmu hukum pidana di Universitas 
Utrecht berpendapat bahwa tindak pidana ialah perbuatan melawan hukum yang 
berkaitan dengan kesalahan seseorang yang mampu bertanggung jawab.
16
 Kesalahan 
yang dimaksud oleh simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi dolus 
(sengaja) dan culpa late (alpa dan lalai).  
Berdasarkan definisi yang diutarakan oleh Marlina yang dikutip dari Simons 
tersebut, terdapat percampuran unsur-unsur tindak pidana (criminal act) yang 
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meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban pidana 
(criminal ability) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan 
kemampuan bertanggung jawab. Maka dapat pula disimpulkan bahwa unsur-unsur 
tindak pidana (delik) terdiri dari: (1) perbuatan manusia (positif atau negatif, 
berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan); (2) diancam dengan pidana; (3) 
melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; (5) orang yang melakukan mampu 
bertanggung jawab. 
Berbeda dengan Simons, R. Soesilo dan Moeljatno mendefinisikan tindak 
pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan Undang-Undang 
yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau 
mengabaikan diancam dengan pidana.
17
 Maka perbuatan yang dilarang oleh aturan 
hukum tersebut di berikan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang 
siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ini ditujukan kepada 
perbuatan (suatu keadaan atau kejadian) yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, 




Tindak pidana anak, jika mengacu kepada berbagai definisi di atas, dimaknai 
sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, di berikan ancaman (sanksi) 
berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan. Larangan ini 
ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian) yang ditimbulkan atau  
dilakukan oleh anak-anak. 
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Hal tersebut disebutkan dalam Undang-undang, sebagaimana diatur dalam 
ketentuan pasal 45 KUHP dan surat edaran Kejaksaan Agung RI Nomor P.1 tanggal 
30 Maret 1951 yang menjelaskan bahwa: 
‚Penjahat anak adalah mereka yang menurut hukum pidana melakukan 
perbuatan yang dapat dihukum, belum berusia 16 tahun (pasal 45 KUHP). Jadi hanya 
anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan KUHPlah yang diajukan ke depan 
Sidang Anak‛. 
Sehubungan dengan masalah tindak pidana anak ini, maka dapat kita 
hubungkan dengan apa yang disebut Juvenile Delequency yang dalam bahasa 
Indonesia belum mendapatkan keseragaman penyebutannya seperti kenakalan anak, 
kenakalan pemuda ataupun jalin quersi anak. 
Secara etimologis dapat dijabarkan bahwa ‚juvenile‛ berarti anak sedangkan 
‚delequency‛ berarti kejahatan. Dengan demikian pengertian secara 
etimologis:juvenile delequency adalah kejahatan anak. Dan apabila menyangkut 




Kartini Kartono mendefinisikan juvenile delinquency sebagai perilaku 
jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit 
(patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu 
bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian 
tingkah laku yang menyimpang.
20
  
                                                          
19
http://anhiemaheera.com/tindak-pidana-anak.html (Akses tanggal 23 Januari 2012) 
20
Kartono, Kartini. Patalogis Sosial 2; Kenakalan Remaja. (Cet. VIII; Jakarta: PT Raja 





Tingkah laku individu yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat 
umum yang dianggap sebagai akseptable dan baik, oleh suatu lingkungan 
masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang berkebudayaan 
tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering tingkah laku serupa itu 
disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau nakal. Jika ia berusaha 
adolescent atau preadolescent, maka tingkah laku itu sering disebut delikuen dan 
jika ia dewasa maka tingkah laku seringkali disebut psikopatik dan jika terang-
terangan melawan hukum disebut kriminal.
21
 
Dalam KUHP, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana 
(kejahatan) harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 
a. Adanya perbuatan manusia 
b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum 
c. Adanya kesalahan 
d. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan. 
Sedangkan menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal adalah: 
a. Anak yang melakukan tindakan pidana, atau 
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik 
menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain 
yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa; juvenile delinquency adalah 
tindakan atau perbuatan anak-anak usia muda yang bertentangan dengan norma atau 
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kaidah-kaidah hukum tertulis baik yang terdapat di dalam KUHP maupun 
perundang-undangan di luar KUHP. Dapat pula terjadi perbuatan anak remaja 
tersebut bersifat anti sosial yang menimbulkan keresahan masyarakat pada 
umumnya akan tetapi tidak tergolong delik pidana umum maupun pidana khusus.
22
 
Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada 
kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak yang melakukan tindakan 
pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya adalah proses alami yang 
tidak boleh tidak setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang 
kedewasaannya. 
Batasan-batasan tersebut belum berarti sama dengan batas usia pemidanaan 
anak. Apalagi dalam KUHP ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggung 
jawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan. 
Ia harus mengetahui bahwa perbuatan itu menurut hukum yang berlaku, sedangkan 
predikat anak di sini menggambarkan usia tertentu, dimana ia belum mampu 
dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berfikir normal 
akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang menampakkan rasa 
tanggung jawab sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas segala tindakan 
yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa. 
Beberapa definisi di atas menggambarkan bahwa kenakalan anak adalah 
tindak perbuatan yang bertentangan dengan hukum, agama dan norma-norma 
masyarakat sehingga akibatnya dapat merugikan orang lain, menganggu 
ketentraman umum dan juga merusak dirinya sendiri. Apabila tindakan yang sama 
dilakukan oleh orang dewasa, hal itu disebut kriminal dan jika si pelaku terbukti 
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bersalah maka ia akan dijatuhi hukuman sesuai dengan KUHP. Tetapi apabila 
tindakan yang melawan hukum itu dilakukan oleh anak-anak dan remaja yang 
berusia di bawah enam belas tahun, maka kepada anak tersebut tidak dikenakan 
hukuman seperti  orang dewasa.  
2. Jenis Tindak Pidana Anak 
Membahas masalah jenis-jenis tindak pidana anak identik dengan 
pembahasan masalah tindakan/perbuatan anak yang melanggar hukum khususnya 
ketentuan-ketentuan dalam KUHP, maupun pelanggaran perundang-undangan diluar 
KUHP, yang berakibat dikenakan pidana bagi pelakunya 
Menurut Maulana Hassan Wadong, delinkuensi anak yang terdapat dalam 
KUIIP, menyebar pada beberapa pasal baik yang terdapat dalam delik kejahatan 
maupun pelanggaran yaitu: 
a. Delinkuensi anak yang terdapat dalam KUHP ialah: 
1) Delinkuensi anak dalam kejahatan yang terdiri dari pencurian, perampokan, 
perkelahian, penggelapan, pembunuhan, pemerasan, pornografi, kejahatan 
kesusilaan, kejahatan yang mengganggu ketertiban umum, dan perkosaan. 
2) Delinkuensi anak dalam pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran lalu lintas, 




Dari pendapat Maulana Hassan Wadong tersebut diatas, nampaknya 
pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran tidak mutlak, jika di lihat kasus 
perkasus. Dalam kasus yang sejenis, dapat termasuk kategori kejahatan, atau 
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termasuk dalam kategori pelanggaran. Hal ini pernah dinyatakan pada Seminar 




b. Delinkuensi anak yang diatur diluar KUHP, yang menyebar pada beberapa pokok 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku, misalnya Undang-Undang No 22 
tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 5 Tabun 1997 tentang 
Psikotropika. 
Pembagian lain tentang delinkuensi yang dikemukakan oleh Kartini Kartono 
sebagai berikut: 
a. Delinkuensi Individual. 
Tingkah laku anak (kriminal anak) merupakan gejala personal atau individual 
dengan ciri khas "jahat" disebabkan oleh predisposisi dan kecenderungan 
penyimpangan tingkah laku (psikopat, psikotis, neorotis, a-sosial) yang diperhebat 
oleh stimuli sosial dan kombinasi kultural. Mereka adalah anak-anak yang 
melakukan tindak kriminal, dan kekejaman tanpa motif dan tujuan apapun, dan 
hanya didorong impuls primitif yang sangat kuat. Mereka tidak mempunyai perasaan 
kemanusiaan, dan sulit dicegah. 
b. Delinkuensi Situasional. 
Delinkuensi ini dilakukan anak yang normal, namun mereka banyak 
dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional, stimuli sosial, dan tekanan 
lingkungan yang semuanya memberikan pengaruh menekan, memaksa pada perilaku 
buruk sebagai produknya anak anak remaja tadi suka melanggar peraturan, norma 
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sosial, dan hukum formal Anak muda itu menjadi jahat, delinkuensi sebagai akibat 
dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang 
menekan dan memaksa. 
c. Delinkuen Sistematik. 
Perbuatan kriminal anak remaja tersebut di sistematisir dalam bentuk satu 
organisasi yaitu gang. Kumpulan tingkah laku yang disistematisir itu, disertai 
pengaturan status formal, peranan tertentu, nilai-nilai, norma-norma, rasa 
kebangsaan, dan moral delinkuen yang berbeda dengan hal umum yang berlaku. 
Semua kejahatan anak ini kemudian dirasionalisir dan dibenarkan. 
d. Delinkuen Komulatif. 
Situasi sosial dan kondisi kultural buruk yang repititif terus-menerus dan 
berlangsung berulang kali dapat mengintensifkan perbuatan kejahatan remaja. 
sehingga menjadi komulatif sifatnya. Yaitu terdapat dimana-mana, di hampir semua 
ibu kota, kota-kota, bahkan di daerah pinggiran/pedesaan. Secara komulatif gejala 
tadi menyebar luas ditengah-tengah masyarakat, lalu menjadi fenomena di 




Sedikit berbeda dengan pendapat di atas, Reiss (1951), Hwei dan Jenkins 
(1949), yang juga dikutip oleh Kartini Kartono menyebutkan, bahwa berdasarkan 
ciri kepribadian yang defek mendorong mereka menjadi delinkuen. Anak-anak muda 
ini pada umumnya bersifat agresif, tidak mampu mengenal nilai-nilai etis dan 
cenderung suka menceburkan diri dalam perbuatan berbahaya. Hati nurani mereka 
hampir tidak dapat digugah (beku). 
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Tipe delinkuensi menurut struktur kepribadian dibagi atas: 
1) Delinkuensi terisolir. 
Kelompok ini merupakan jumlah yang terbesar dari para remaja delinkuen, 
merupakan kelompok mayoritas. Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan 
psikologi. Delinkuensi terisolir ini mereaksi terhadati tekanan dari lingkungan sosial 
mereka. 
2) Delinkuensi neurotik. 
Pada umumnya anak-anak delinkuen tipe ini mendapat gangguan kejiwaan 
yang sangat serius, antara lain berupa kecemasan, mereka selalu tidak aman, merasa 
terancam, tersudut, terpojok, merasa bersalah, berdosa dan lain- lain. Perilakunya 
memperlihatkan kualitas kompulsif (paksaan). Kualitas demikian itu tidak terdapat 
pada tipe delinkuen terisolir. Anak-anak dan orang muda bakar, para peledak dinamit 
dan born waktu, penjahat seks, dan pecandu narkotik, dimasukkan dalam kelompok 
tipe neurotik Oleh karena perubahan tingkah laku anak delinkuen neurotik 
berlangsung atas dasar konflik jiwani yang serius itu mendalam sekali, maka mereka 
akan terus melanjutkan tingkah laku kejahatannya sampai usia dewasa dan umur tua. 
3) Delinkuensi psikopatik. 
Delinkuensi psikopatik ini sedikit jumlahnya, akan tetapi dilihat dari 
kepentingan umum dan segi keamanan, mereka merupakan oknum kriminal yang 
paling berbahaya.  
Psikopat merupakan bentuk kekalutan mental dengan ciri-ciri sebagai 
berikut: Tidak memiliki pengorganisasian dan integrasi diri; Orangnya tidak pernah 
bertanggung jawab secara moral; Dia selalu konflik dengan norma sosial dan hukum; 





kegila-gilaan, dan jelas tidak memiliki kesadaran sosial serta intelegensi sosial; 
Mereka sangat egoistis, fanatik, dan selalu menentang apa dan siapa pun juga; 
Sikapnya aneh, sangat kasar, kurang ajar, ganas buas terhadap siapa pun tanpa sebab 
sesuatu pun juga; Kata-katanya selalu menyakiti jasmani orang lain, tanpa motif apa 
pun juga; Karena itu remaja delinkuen psikopatik ini digolongkan ke dalam bentuk 
penjahat yang paling berbahaya 
4) Delinkuen Defek Mental. 
Defek (defect, defektus) artinya: rusak, tidak lengkap, salah, cedara, cacat, 
kurang. Delinkuansi defek moral mempunyai ciri: selalu melakukan tindakan a-sosial 
atau anti sosial, walaupun pada dirinya tidak terdapat penyimpangan dan gangguan 
kognitif, namun ada disfusi pada intelegensinya. 
Anak yang defek moralnya, itu biasanya menjadi penjahat yang sukar 
diperbaiki. Mereka adalah para residivis yang melakukan kejahatan karena didorong 
oleh naluri rendah, impuls dan kebiasaan primitif. Di antara para penjahat habitual 
(terbiasa) dan kaum residivis muda, lebih kurang 80% mengalami kerusakan psikis, 




Sehubungan dengan pembagian delinkuensi anak yang diuraikan diatas, 
penulis berpendapat pembagian ini penting sebagai pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan saksi terhadap pelaku tindak pidana, yaitu pertimbangan kondisi anak 
pelaku tindak pidana. 
 
 
                                                          





C. Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana Anak 
Penyebab timbulnya kenakalan anak merupakan faktor yang mendorong anak 
melakukan kenakalan atau latar belakang dilakukannya perbuatan itu. Dengan 
perkataan lain perlu diketahui motivasinya. Motivasi sering diartikan sebagai usaha-
usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu tergerak untuk 
melakukan suatu perbuatan karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau 
membuat kepuasan dengan perbuatannya.
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Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan, karena 
masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan 
harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu. Seorang anak dalam 
melakukan sesuatu tidak/kurang menilai akibat akhir tindakan  yang diambilnya, 
sebagai contoh anak suka coret-coret dinding, pagar atau tembok orang, melempar 
batu. Perbuatan tersebut secara hukum dilarang dan dikenakan sanksi pidana. Anak 
yang telah melakukan perbuatan harus diperbaiki agar jangan dikorbankan masa 
depan dengan memasukkannya dalam proses sistem pengadilan pidana dan 
menerima hukuman berat atas perbuatannya tersebut.  
Wagiati Soetodjo menyatakan bahwa bentuk dari motivasi itu ada dua 
macam yaitu motivasi instrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah dorongan 
atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, 
sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang. 
1. Motivasi Intrinsik Kenakalan Anak 
a. Faktor Intelegensia 
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Intelegia adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat Wundt dan Eisler 
adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan. 
Anak-anak delikuent pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih 
rendah dan ketinggalan dalam pencapaian  hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah 
rendah). Dengan kecerdasan yang rendah dan wawasan sosial sosial yang kurang 
tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuent jahat 
b. Faktor Usia 
Stephen Hurwitz (dalam Atmasasmita) mengungkapkan ‚age is importance 
factor in the causation of crime‛ (usia adalah yang  paling penting dalam sebab 
musabab timbul kejahatan). Apabila pendapat tersebut kita ikuti secara konsekuen, 
maka dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang adalah faktor yang penting dalam 
sebab musabab timbulnya kenakalan. 
Selanjutnya ada beberapa hasil penelitian yang telah menunjukkan sampai 
sejauh mana usia itu merupakan masalah yang penting dalam sebab musabab 
timbulnya kenakalan, di antaranya adalah hasil penelitian Tim Proyek ‚Juvenile 
Deliquency‛ Fakultas Hukum Unoversitas Padjajaran diperoleh data yang 
menunjukkan bahwa dalam tahun 1967 kurang lebhh 120 anak yang berusia sampai 
18 tahun tersengkut dalam kejahatan terhadap harta benda di antaranya adalah 
pencurian.  
Berdasarkan dari penelitian Wagiati Soetodjo, yang dilakukan di lembaga 
Permasyarakatan Anak Tanggerang pada tahun 1998 diperoleh data bahwa yang 
paling melakukan kejahatan adalah mereka yang berusia 16 sampai 18 tahun 
(mencapai jumlah 119 dari 134 orang narapidana anak).
28
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Melihat hasil penelitian tersebut ternyata bahwa usia seorang anak yang 
sering melakukan kenakalan atau kejahatan adalah berkisar di antara usia 15 sampai 
dengan 18 tahun. 
c. Faktor Kelamin 
Di dalam penyelidikannya, Pail W. Tappan mengemukakan pendapatnya, 
bahwa kenakalan anak dapat dilakukan anak laki-laki maupun oleh anak perempuan 
sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalan jauh 
lebih banyak dari anak perempuan pada batas usia tertentu. 
Adanya perbedaan jenis kelamin mengakibatkan pula timbulnya perbedaan 
tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi 
kualitas kenakalannya. Seringkali kita melihat atau membaca dalam media massa 
baik media cetak maupun media elektonik bahwa perbuatan kejahatan banyak 
dilakukan oleh anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, 
pembunuhan, perkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran 
banyak dilakukan oleh anak perempuan seperti pelanggaran ketertiban umum, 
pelanggaran kesusilaan, misalnya melakukan persetubuhan di luar pernikahan 
sebagai akibat dari pergaulan bebas. 
d. Faktor Kedudukan Anak dalam Keluarga 
Yang dimaksud dengan kedudukan anak dalam kelurga adalah kedudukan 
seorang anak dalam keluarga menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, 
kedua, dan seterusnya. 
Mengenai kedudukan anak dalam keluarga ini De Creef telah menyelidiki 200 
orang anak narapidana kemudian menyimpulkan bahwa kebanyakan mereka berasal 





Sedangkan hasil penelitian oleh Glueck di Amerika Serikat, di mana ditetapkan 
data-data yang menunjukkan bahwa yangpaling banyak melakukan kenakalan ialah 
anak ketiga dan keempat yakni dari 961 orang anak nakal,31,3 % di antaranya 
adalah anak ketiga dan anak keempat,24,6% anak kelima dan seterusnya adalah 
18,8%.namun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Noach terhadap delinquency 
dan kriminalitas di Indonesia di mana beliau telah mengemukakan pendapatnya 
bahwa kebanyakan delinquency dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan anak 
tunggal atau oleh anak wanita atau satu-satunya di antara sekian saudara-
saudaranya.  
Hal ini dapat dipahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan 
oleh orangtuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang 
berlebihan-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan. Perlakuan orangtua 
terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri dalam bergaul dengan masyarakat 
dan sering timbul konflik di dalam jiwanya apabila suatu ketika keinginannya tidak 
dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustasi dan 
cenderung mudah berbuat jahat. 
2.  Motivasi Ekstrinsik Kenakalan Anak 
a. Faktor Keluarga 
Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, 
mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. 
Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil akan tetapi merupakan 
lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak terutama bagi anak yang 
belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga memiliki peranan yang berpengaruh positif 





perkembangan anak, sedangkan yang jelek akan berpengaruh negatif. Oleh karena 
sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk  seterusnya, sebagian besar 
waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya 
delinquency itu sebagaian juga berasal dari kelurga. Adapun kelurga yang dapat 
menjadi sebab timbulnya delinquency dapat berupa keluarga yang tidak normal 
(broken home) dan keadaan jumlah keluarga yang kurang menguntungkan. 
NY. Moeljanto (dalam Wagiati) menyatakan bahwa menurut pendapat 
umum, pada broken home ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan anak, di 
mana terutama karena perceraian atau perpisahan orangtua mempengaruhi 
perkembangan si anak. 
Broken home pada prinsinya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap 
lagi yang disebabkan hal-hal: 
1. Salah satu dari keluarga orang tua atau kedua-duanya meninggal dunia 
2. Perceraian orang tua 
3. Salah satu dari kedua orang tua atau keduanya tidak hadir secara kontinyu 
dalam tenggang waktu yang cukup lama. 
Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada broken home 
akan tetapi dalam masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala adanya broken 
home semu (quasi broken home) ialah kedua orangtuanya masih utuh, tetapi karena 
masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-
masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap 
pendidikan anak-anaknya. 
Dalam konteks tersebut Bimo Walgito menjabarkan lebih jelas tentang 





anaknya. Coba bayangkan orangtua kembali dari tempat bekerja anak-anak sudah 
bermain di luar, anak pulang orangtua sudah pergi lagi, orangtua dating anak-anak 
sudah tidur dan seterusnya. Keadaan yang semacam ini jelas tidak menguntungkan 
bagi perkembangan anak. Dalam situasi kelurga yang demikian anak mengalami 
frustasi, mengalami konflik-konflik psikologis, sehingga keadaan ini juga  dapat 
mudah mendorong anak menjadi delinkuen. 
Pada dasarnya kenakalan anak yang disebabkan karena broken home dapat 
diatasi atau ditanggulangi dengan cara-cara tertentu. Dalam broken home cara 
mengatasi agar anak tidak menjadi deliquen ialah orangtua yang bertanggung jawab 
dalam memelihara anak-anaknya hendaklah mampu memberikan kasih sayang 
sepenuhnya sehingga anak tersebut merasa seolah-oleh tidak pernah kehilangan ayah 
dan ibunya. Di samping itu keperluan anak secara jasmani harus dipenuhi  pula 
sebagaimana layaknya sehingga anak tersebut terhindar dari perbuatan yang 
melanggar hukum. 
c. Faktor Pendidikan dan Sekolah 
Sekolah adalah sebagai  media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak 
atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, 
baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (character). Banyaknya 
atau bertambahnya kenakalan anak secara  tidak langsung menunjukkan kurang 
berhasilnya sistem pendidikan  di sekolah-sekolah. 
Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah 
lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah 
terjadi interaksi antara anak dengan selamanya, juga interaksi anak dengan guru. 





yang negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delikuen. Hal 
ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak berwatak baik 
misalnya penghisap ganja, cross boys, dan cross girl yang memberikan kesan 
kebebasan tanpa control dari semua pihak terutama dalam lingkungan sekolah. Di 
sisi lain anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang 
memperhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada 
temannya yabg lain. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan 
tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik 
psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delikuen. 
Menurut Zakiah Darajat bahwa pengaruh negatif yang menangani langsung 
proses pendidikan antara lain  kesulitan ekonomi, yang dialami guru dapat 
mengurangi perhatiannya terhadap anak didik. Guru sering tidak  masuk akibatnya  
anak-anak didik terlantar bahkan sering terjadi guru marah kepada muridnya. 
Biasanya guru melakukan hal demikian apabila terjadi sesuatu yang menghalangi 
keinginannya. Dia akan marah apabila kehormatannya direndahkan baik secara 
langsung maupun tidak langsung atau aktivitas bisnis lainnya terganggu, sebagian 
atau seluruhnya atau lain dari itu.
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Sejalan dengan itu menurut Kenney (dalam Soedjono Dirjosisworo) bahwa 
sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1) Sekolah harus merencanakan suatu program yang sesuai atau memenuhi 
kebutuhan-kebutuhan dari semua anak untuk menghasilkan kemajuan dan 
perkembangan jiwa yang sehat. 
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2) Sekolah harus memperhatikan anak-anak yang memperlihatkan tanda-
tanda yang tidak baik (tanda-tanda kenakalan) dan kemudian mengambil 
langkah-langkah seperlunya untuk mencegah dan memperbaikinya, 
3) Sekolah harus bekerjasama dengan orangtua murid dan pemimpin-
pemimpin yang lainnya untuk membantu menyingkirkan atau 
menghindarkan setiap faktor di sekelilingnya yang menyebabkan 
kenakalan pada mereka. 
Dengan demikian, proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi 
perkembangan jiwa anak yang kerap kali memberi pengaruh langsung atau tidak 
langsung terhadap anak didik di sekolah sehingga dapat menimbulkan kenakalan 
anak. 
d. Faktor Pergaulan Anak 
Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimainkan oleh lingkungan 
pergaulan anak terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi 
sosial yang menjadi semakin longgar anak-anak kemudian menjauhkan diri dari 
keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai 
tersisih dan terancam. Meraka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan 
subkultur baru yang sudah delikuen sifatnya. 
Dengan demikian anak menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh 
berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang menekan 
dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi 
suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi 
delinkuen sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap 





Sehubungan dengan peristiwa ini Sutherland mengembangkan teori 
Association Differential yang menyatakan bahwa anak menjadi delinkuen 
disebabkan oleh partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial yang ide 
dan tehnik delinkuen tertentu dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi 
kesulitan hidupnya. Karena itu semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya 
dengan anak nakal akan menjadi  semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi 
diferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar 
menjadi nakal dan kriminal. 
Dalam hal ini peranan orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan 
kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik 
anak agar  bersikap  formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-
pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik. 
e. Pengaruh Media 
Pengaruh mediapun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. 
Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak itu untuk berbuat jahat 
kadang-kadang timbul karena  pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi 
anak-anak yang mengisi waktu  senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk 
maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalangi-halangi mereka  untuk berbuat  
hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan 
memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan 
berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak. 
Mengenai hiburan film adakalanya memilki  dampak kejiwaan yang baik, 
akan tetapi hiburan tersebut dapat memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan 





kriminalitas, misalnya film detektif yang memiliki figur penjahat sebagai peran 
utamanya serta film-film action yang penuh dengan adegan kekerasan dengan latar 
belakang balas dendam. Adegan-adegan film tersebut akan dengan mudah 
mempengaruhi anak dalam kehidupan sehari-hari. Kondisinya yang destruktif ini 
dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan perilaku anak.  
Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara mengadakan 
penyensoran film-film berkualitas buruk terhadap psikis anak dan mengarahkan anak 
pada tontonan yang lebih menitik beratkan aspek pendidikan, mengadakan ceramah 
melalui media massa mengenai soal-soal pendidikan pada umumnya, mengadakan 
pengawasan terhadap peredaran dari buku-buku komik, majalah-majalah, 
pemasangan-pemasangan iklan dan lain sebagainya. 
D. Penerapan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Anak 
Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) menyebutkan, 
meski Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan 
tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, 
masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak, 
namun masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai perlindungan anak yang 
lebih spesifik sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung 
jawab tersebut. 
Undang-Undang ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, 
keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang 
dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Tindakan ini 
dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan 





Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak 
janin dalam kandungan, sampai anak tersbut berusia delapan belas tahun. Bertolak 
dari Undang-Undang yang utuh dan menyeluruh, maka Undang-Undang tentang 
perlindungan anak berdasarkan empat asas
30
: 
1. Asas Nondiskriminasi 
Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau 
mengucilkan anak, baik secara langsung, maupun tidak langsung berdasarkan 
agama, suku, ras, golongan, status sisial, ekonomi, budaya, maupun jenis 
kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan perlindungan hak-hak anak. 
2. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak 
Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak adalah asas yang menekankan dalam 
semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, 
masyarakat, maupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan terbaik bagi 
anak harus menjadi yang utama. 
3. Asas Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan 
Asas ini menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak hidup yang aman, 
tentram, damai, dan bahagia, sejahterah lahir batin, serta berhak atas 
kehidupan mendasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak 
untuk mendapat standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, 
spritual, moral, dan sosial uang disebutkan dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak. 
4. Asas Penghargaan terhadap Pandangan/Pendapat Anak 
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Asas ini memberikan tempat tanpa adanya batasan terhadap anak untuk 
mengeluarkan dan menyatakan pendapatnya. Asas ini meliputi; hak untuk 
berpendapat dan memperoleh perlindungan dari pendapatnya, hak 
mendapatkan informasi dan mengekspresikannya, hak berserikat dan 
menjalin hubungan, dan hak mendapatkan informasi yang layak. 
Tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) secara umum adalah 
memberikan perlindungan kepada anak dari kekerasan fisik; emosional; sosial dan 
seksual; ataupun deskriminasi dari latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial, 
dan budaya, agar anak dapat tumbuh berkembang, berpartisipasi secara optimal.
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Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat, 
karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (vulnerable groups). 
Komisi PBB untuk hak ekonomi, sosial dan budaya juga mengidentifikasi anak 
sebagai kelompok rentan bersama dengan kelompok rentan lainnya, seperti petani 
yang tidak memiliki tanah, pekerja desa, pengangguran di desa, pengangguran di 
kota, kaum miskin kota, usia lanjut, dan kelompok khusus lainnya. 





SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA 
A. Latar Belakang Sejarah Peradilan Anak di Indonesia 
Pembicaraan hukum dan peradilan di Indonesia baik hukum pidana 
maupun hukum perdata sangat dipengaruhi oleh hukum yang berlaku di Belanda. 
Dengan demikian, untuk mengetahui perkembangan sistem peradilan terhadap 
anak maka harus melihat keadaan di negara Belanda tentang pemidanaan anak 
sebagai negara yang melatarbelakangi terbentuknya hukum yang sekarang berlaku 
di Indonesia.  
Peradilan Anak mempunyai sejarah panjang, sudah mendunia dari dulu 
hingga sekarang. Peradilan Anak meliputi segala aktivitas pemerintahan dan 
pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Menurut analisa sejarah 
(Eropa dan Amerika), bahwa ikut campurnya pengadilan dalam kehidupan anak 
senantiasa ditujukan guna menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan 
bahkan cenderung membahayakan bagi anak, eksploitasi terhadap anak dan 
kriminalitas anak serta banyak lagi hal lainnya.
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Pada tahun 1956 kenakalan anak  meningkat, walaupun belum  merupakan 
masalah yang sangat serius, akan tetapi pemerintah sudah menyadari bahwa anak 
harus diberikan perlakuan khusus. Mulailah dikirim tenaga-tenaga ahli dari 
berbagai departemen ke luar negeri untuk mempelajari masalah anak dalam 
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Sekembalinya mereka ke tanah air pada tahun 1957, Thung Tjip Nio, 
sebagai hakim pengadilan negeri istimewa Jakarta secara periodik mengadakan 
pertemuan-pertemuan dengan para ahli dari kepolisian, kejaksaaan, dan 
pemasyarakatan guna membicarakan bagaimana melaksanakan sidang perkara 
anak dengan memperhatikan kepentingan anak. Dari pertemuan tersebut 
ditetapkan bahwa jurisdiksi sidang anak adalah kenakalan anak berdasarkan 
KUHP. Jadi hanya anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan KUHP yang 
diajukan ke sidang anak. 
Kesatuan pendapat dari ke empat instansi tersebut dituangkan dalam suatu 
perjanjian (agreement) secara lisan bahwa anak harus diperlakukan secara khusus. 
Sejak tahun 1958 diadakan perubahan yang nyata dalam batas-batas kemampuan 
instansi tersebut, sehingga penyelesaian perkara-perkara anak dapat 
dipertanggung jawabkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan berusaha 
tidak melanggar ketentuan hukum. Di kepolisian mulai terbentuk Biro Anak dan 
oleh pimpinan kejaksaan ditunjuk beberapa jaksa anak. Mahkamah agung 
menunjuk dua hakim (wanita) pada Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta untuk 
menangani dan mengadili khusus perkara anak. Lembaga Permasyarakatan yang 
pada saat itu adalah Reklas sering menugaskan beberapa tenaga ahli yang disebut 
BISPA untuk membuat case study yang dituangkan dalam laporan sosial pada 
setiap sidang anak. 
Sidang anak/peradilan anak dilaksanakan berdasarkan perjanjian lisan 
antara keempat instansi, tanpa Undang-Undang atau peraturan yang berlaku 
khusus bagi anak. Bagi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta, khusus Ketua 




dengan mengeluarkan surat edaran yang berisikan “pokok-pokok pelaksanaan 
sidang perkara anak di Pengadilan Negeri dalam daerah hukum pengadilan 
Jakarta” yang kemudian menjadi dasar/mendasari penyelenggaraan sidang perkara 
anak di Pengadilan Negeri. Kemudian hakikat surat edaran tersebut diikuti oleh 
hakim-hakim  di luar hukum Jakarta. Akan tetapi, surat edaran tersebut hanya 
bersifat anjuran, sehingga belum menjamin adanya unifikasi dalam 
menyelenggarakan proses persidangan perkara anak. 
Dengan demikian, sebelum diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 3 
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, di Indonesia peradilan anak dalam praktek 
sudah ada. Terbukti dengan adanya beberapa Pengadilan Negeri yang telah 
menjatuhkan putusannya antara lain atas kasus Herman Yanto dalam sidang 
pengadilan Negeri jakarta Utara, putusan pengadilan Negeri Sragen terhadap 
Bobby (13) dan Anggraeni (10), serta kasus-kasus lainnya. 
Akan tetapi, sebelum berlakunya Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997 
tentang Pengadilan Anak, hukum yang berlaku baik formil maupun materil belum 
ada keseragaman yang diperlakukan terhadap pelanggar anak yang masih di 
bawah umur dalam sistem peradilan anak. 
Praktik peradilan anak yang belum terdapat keseragaman karena belum ada 
Undang-Undang yang menjadi landasannya itu, mengakibatkan banyak kenyataan 
ditemui bahwa putusan pengadilan justru menimbulkan korban baru bagi anak-
anak yang disebut sebagai korban struktur atau viktiminasi struktural. 
Pemunculan korban atau viktiminasi ini dapat terjadi, baik sesudah putusan 
maupun sebelumnya, misalnya anak-anak ditahan berkepanjangan, bahkan 




anak dijatuhi pidana penjara, ataupun belum adanya ketentuan usia minimun 
terhadap anak. Dengan perkataan lain, sejak proses dimulai sampai dengan 
tindakan lebih lanjut belum diatur secara unifikasi. Dengan dasar itu, maka 
disusunlah rancangan undang-undang (RUU) yang pada mulanya bernama 
“rancangan undang-undang peradilan anak (RUU PA)” untuk mengisi kekosongan 
hukum tersebut. 
Sebelum disahkan menjadi Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1997, RUU 
tentang Peradilan Anak, atas kebijakan yang merupakan usul inisiatif pemerintah 
yang diajukan presiden kepada pimpinan DPR RI melalui surat nomor 
R.12/PU/XI/1995 tanggal 10 November 1995. Pemerintah ketika menyampaikan 
keterangan mengatakan bahwa untuk menjamin kepentingan anak, peradilan 
khusus bagi anak tidak terbatas dalam penyelesaian perkara anak nakal dan anak 
terlantar, tetapi juga penyelesaian perkara perwalian, perkara pengangkatan anak 
dan perkara anak sipil yang semuanya wajib disidangkan dalam peradilan bagi 
anak yang ada pada pengadilan di lingkungan peradilan umum. 
Secara khusus di Indonesia yang merujuk dalam aturan dalam perundang-
undangan, perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925 ditandai 
dengan lahirnya STBL 1926 No 8 yang mengatur Pembatasan Anak dan Orang 
Muda bekerja diatas kapal.  
Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan mulai berlakunya pada tanggal 26 Februari 
1946. Dalam beberapa pasalnya seperti pasal 45, 46. 47 memberikan perlindungan 
terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya pasal 285, 287, 292, 




anak dibawah umur, dengan memperberat hukuman atau mengkualifikasi sebagai 
tindak perbuatan-perbuatan tertentu terhadap anak.
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Meski demikian, dalam kenyataan sehari-hari ternyata adakalanya 
seorang anak harus diadili di pengadilan untuk mempertanggung jawabkan 
perbuatan yang harus dilakukannya.
 
Pada waktu Indonesia masih dijajah Belanda, raja-raja yang ada di daerah 
dibantu oleh pemuda pada tahun 1917 telah mendirikan Projuventute (Pra Yuwana) 
yang telah mendapat pengakuan Belanda. Fungsi dari Pra Yuwana ini memberi 
nesehat dan bimbingan kepada para orang tua yang telah kehabisan akal untuk 
memberikan nasehat dan bimbingan kepada anak-anaknya yang mendapat kesulitan 
dalam perkembangan jiwa dan terlibat kejahatan.
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Agung Wahyono dan Siti Rahayu menjelaskan lebih lengkap peranan Pra 
Yuwana ini, dia mengatakan: 
“Pra Yuwana adalah lembaga yang ditugaskan membantu pelaksanaan 
Peradilan Anak. Tugas lembaga ini melindungi dan mencegah anak-anak lainnya 
melakukan pelanggaran hukum dan kesusilaan serta membimbing anak untuk 
menjadi manusia, warga negara yang cakap dan bertanggung jawab. Selain sosial 
walker (pekerja sosial) Pra Yuwana sekaligus berfungsi sebagai lembaga 
counselling, memberi bantuan/nasehat, pengawasan serta tindakan bagi Kliennya 
apakah dimasukkan ke Panti Asuhan, pendidikan atau di kirim ke Pengadilan”.5 
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Kira-kira 1956-1959 timbulah apa yang dinamakan cros boys dan cros girls. 
Mereka diorganisir oleh gang-gang dan tumbuh subur bagai cendawan. Mereka 
mengadu kekuatan dan berkelahi antar gang atau mengganggu ketertiban umum. Atas 
dasar alasan psikologis, sosiologis dan keamanan negara, pihak kepolisian 
menginstruksikan pembentukan biro anak ditingkat pusat dan propinsi dan kota 




Dalam bidang peradilan sebelum tahun 1958, peradilan anak dilaksanakan 
sama dengan peradilan orang dewasa. Pada tahun yang sama, Departemen 
Kehakiman membuat pernyataan mengenai pengadaan sidang anak-anak dengan 
petugas-petugasnya antara lain hakim, jaksa, polisi wanita untuk anak. Cara yang 
ditentukan adalah; 
a. Tempat peradilan diluar Peradilan Negeri, sederhana dan tidak merupakan 
peradilan. 
b. Tempat tahanan khusus didirikan dan anak-anak ditahan seperlunya saja. 
Kebanyakan mereka ditahan diluar rumah sendiri. 
c. Waktu yang diberikan khusus untuk peradilan anak tidak diselingi oleh orang 
dewasa. 
d. Suasananya makin lama makin tenang dan tanya jawab dilaksanakan secara 
kekeluargaan, sehingga anak merasa tidak takut dan aman. 
e. Cara mengajukan anak dengan keluarga/pengasuhnya sering tersendiri, 
sehingga anak dan keluarga lain ikut mendengarkannya. Ibu, atau Bapak atau 
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Pengasuhnya kadang-kadang dihadapkan secara perseorangan, karena 
diperlukan. 
f. Sidang tertutup, hanya dikunjungi oleh orang tua/wali/pengasuh anak, 
petugas Petugas Sosial dari Pra Yuwana, Saksi-saksi dan orang yang 
bersangkutan dengan perkaranya. Wartawan tidak dibenarkan ikut serta, 
karena mengingat kehormatan dan sebagainya dari anak dan keluarganya, Jika 
wartawan diperbolehkan masuk oleh hakim, identitas anak tak boleh 
diumumkan. 
g. Para petugas memakai pakaian preman, bukan uniform. 
k. Bahasa yang dipakai adalah yang paling mudah dimengerti anak dan 
keluarganya. Kalau perlu sekali sekali kadang-kadang berbicara dengan keras. 
l. Tiap anak mempunyai hak untuk dibela oleh seorang ahli. 
m. Sedapat mungkin peradilan diselesaikan, tidak ditangguhkan, jauh-jauh baik 
Jaksa baik Hakim meneliti berita acara jauh-jauh sebelum sidang 
dilaksanakan, dan laporan sosial dan sebagainya mengenai anak sudah 
disempurnakan oleh petugas sosial.  
n. Berita Acara yang dibuat Polisi adalah rangkap 4; satu untuk arsip, satu untuk 
Hakim, atau untuk Jaksa, satu untuk Pra Yuwana. 
o. Jika anak dibebaskan dari tahanan atau rumah pemasyarakatan 
pembebasannya; sehingga anak dapat lekas kembali. Orangtua anak/ 
wali/ pengasuhnya dapat langsung diberitahu, jika tidak ada maka Pra 
Yuwana mencarikan tempat penampungannya, atau ditampung/ dititipkan di 
Panti Pendidikan Pra Yuwana Daerah, jika mungkin keluarganya. 




membinanya, sehingga anak tersebut bebas dari tuntutan. Orang tua/wali 
pengasuhnya dibantu, jika perlu dibina, agar hubungan antara anak dan 
keluarganya baik kembali, kunjungan rumah dilakukan oleh petugas Pra 
Yuwana. 
q. Jika perlu dan mungkin, petugas Pra Yuwana memberi nasehat dan saran 
kepada orang tua/wali/pengasuhnya, cara-cara menyelamatkan anak, demi 
perkembangan pribadinya menjadi warga yang bertanggung jawab dan jika 
perlu dengan bimbingan dan pengawasan terhadap anaknya. 
r. Jika oleh Hakim diputuskan anak harus masuk Panti Pemasyarakatan atau 
Panti Pendidikan, bukan hukuman atau balas dendam, maka petugas Pra 
Yuwana diharapkan mengadakan hubungan dengan anak tersebut dan 
keluarganya, jika dekat atau dengan surat-menyurat untuk mempersiapkan 
dibebaskannya anak tersebut. Sehingga orang tua/wali/pengasuhnya mau dan 
dapat menerimanya kembali dan jika diperlukan diusahakan mencari bantuan 
untuk keluarga tersebut. Pun kunjungan kepada anak dalam Panti Pendidkan 
atau Panti Pemasyarakatan diusahakan, sehingga anak sadar dan menghayati 
apa arti tindakan Hakim, demi perkembangan pribadinya.  
Tahun 1965 perhatian pemerintah terhadap kenakalan remaja semakin 
meningkat: Pada tahun 1968 Direktorat Jenderal Kepenjaraan (sekarang Direktorat 
Jenderal Bina Tuna Warga) mendirikan BISPA
7
 dengan petugas-petugasnya dari 
Akademi Sosial yang dipersiapkan menjadi pembimbing petugas kemasyarakatan 
dan langsung menangani anak-anak yang melanggar hukum dan dihadapkan ke 
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BISPA bagian dari unit pelaksanaan teknis Departemen Kehakiman 
(sekarang Departemen Kehakiman dan Perundang-undangan). Dalam operasionalnya 
bertanggung jawab kepada Dirjen Pemasyarakatan Direktorat Pembinaan Luar 
Lembaga Pemasyarakatan Departemen Kehakiman. Tugas BISPA membina 
pelanggar hukum (klien) diluar lembaga [ lembaga Pemasyarakatan] meliputi: 
1. Melaksanakan penelitian kemasyarakatan (litmas) untuk: 
a. Bahan pertimbangan hakim dalam rangka pemeriksaan peradilan pidana 
maupun peradilan perdata. 
b. Bahan pertimbangan kepada lembaga pemasyarakatan dalam rangka penilaian 
tim pengamat kemasyarakatan. 
2. Menyelenggarakan persidangan di Pengadilan Negeri. 
Hukum mengenai anak dewasa ini masih jauh dari yang dikehendaki. 
Departemen Sosial bekerjasama dengan Departemen Kehakiman dan Mahkamah 
Agung berusaha membentuk Undang-undang Anak dan Pemuda, hal itu dilakukan 
dengan mengadakan work shop pada tanggal 12 dan 13 Oktober 1970 yang dibahas 
adalah; 
a. Hukum pidana dan acaranya 
b. Pendidikan. 
c. Sosial. 
d. Tenaga kerja dan kesehatan 
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Untuk menjamin kelancaran jalannya usaha penanggulangan masalah anak 
diadakan persetujuan bersama antara pihak Biro Anak, kepolisian, pihak kejaksaan 
dan kehakiman tentang batas usia seorang anak yang dapat menjadi wewenang 
peradilan anak, tata tertib persidangannya, kedudukan pembimbing petugas 
pemasyarakatan. 
Sejarah terbentuknya pidana anak serta perkembangannya di indonesia, 
kurang lebih sejak tahun 1954 di Indonesia terutama di Jakarta sebagai ibu kota 
negara sudah terbentuk hakim khusus yang mengadili anak-anak dengan dibantu 
oleh pegawai prayuwana, tetapi penahanan pada umumnya masih disatukan dengan 
orang-orang dewasa.  
Tahun 1957 perhatian pemerintah terhadap kenakalan anak semakin 
membaik, terbukti dengan dikirimkannya beberapa ahli dari berbagai departemen ke 
luar negeri untuk mempelajari hal-hal yang menyangkut juvenile deliquency, 
terutama sejak penyelidikannya sampai selesai di pengadilan. Adapun departemen  
yang dimaksud adalah Kejaksaan, Kepolisian dan kehakiman. Sekembalinya dari 
luar negeri, maka dibentuklah agreement secara lisan  antara ketiga instansi di atas 
untuk mengadakan perlakuan khusus bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. 
B. Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Anak di Indonesia 
Proses penerapan hukuman terhadap tindak pidana anak adalah pemberian 
hukuman terhadap anak berdasarkan kesalahan berupa tindak pidana yang diperbuat 
dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan proses penerapan hukuman 
sesuai perundangan yang berlaku. Upaya penerapan hukuman yang berdasarkan 
Undang-Undang tersebut, terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu penangkapan dan 




1. Penangkapan dan Penahanan 
Mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam undang-
undang Pengadilan Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan KUHAP (Pasal 43 
UU RI No. 3 Tahun 1997). Berdasarkan Pasal 16 KUHAP dapat diketahui bahwa 
tujuan penangkapan tersangka ialah untuk kepentingan penyidikan. Perintah 
penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak 
pidana berdasarkan bukti yang cukup (pasal 17 KUHAP). Pelaksanaan tugas 
penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara RI, dengan memperlihatkan 
surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat-surat perintah penangkapan 
yang mencantumkan identitas tersangka. Menyatakan alasan penangkapan dan 
uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta mengemukakan tempat 
tersangka  diperiksa (Pasal 18 KUHAP).
9
 
Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus  
dihormati dan dijunjung  tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Anak juga 
harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang 
terjadi pada dirinya. Melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga 
malakukan kenakalan, didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu terbatas 
dalam satu hari.  
Setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. 
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh 
penyidik anak atau penuntut umum anak atau hakim anak dengan penetapan, dalam 
hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. UU RI No. 3 Tahun 1997 
dan KUHAP, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena ada 
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istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu dilakukan, sehingga 
dalam hal ini penyidik betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan 
anak. Menurut pasal 21 ayat (1) KUHAP,
10
 alasan penahanan adalah karena ada 
kekhawatiran melarikan diri, agar tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, 
agar tidak mengulangi tindak pidana. Menurut hukum Acara Pidana, menghilangkan 
kemerdekaan seseorang tidak merupakan keharusan, tetapi untuk mencari kebenaran 
bahwa seseorang melanggar hukum, kemerdekaan seseoranag itu dibatasi dengan 
melakukan penangkapan dan penahanan. 
Pasal 44 ayat (1) UU RI No.3 Tahun 1997 menentukan bahwa untuk 
kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan anak yang 
diduga keras melakukan tindak pidana (kenakalan) berdasarkan bukti permulaan 
yang cukup. Dasar diperkenangkan suatu penahanan anak adalah adanya dugaan 
keras berdasarkan bukti yang cukup, bahwa anak melakukan tindak pidana 
(kenakalan). Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana yang 
diancam pidana penjara 5 (lima) tahun ke atas, tindak pidana tertentu yang 
ditentukan olah Undang-Undang.
11
 Dalam hal ini muncul persoalan, dalam 
menentukan “diduga keras” dan “bukti permulaan” sebab bisa saja penyidik salah 
duga atau menduga-duga saja, hal ini tidak mencerminkan perlindungan anak. Anak 
dapat menjadi korban ketidakcermatan atau ketidaktelitian penyidik. Menentukan 
bukti yang cukup sebagai bukti permulaan, dalam KUHAP tidak diatur secara 
dengan tegas, hal ini tidak mencermingkan perlindungan anak. Bisa saja menurut 
penyidik bukti permulaan telah cukup, padahal hakim dalam pra-peradilan (apabila 






diajukan pra-peradilan oleh anak nakal/penasihat hukumnya) memutuskan bahwa 
penahanan tidak sah, anak sudah dirugikan terutama dari segi mental anak merasa 
tertekan dan trauma atas pengalaman-pengalaman tersebut. Menjamin agar 
ketentuan mengenai dasar penanganan ini diindahkan, diadakan intitusi pengawasan 
yang dilaksanakan oleh atasan di instansi masing-masing, yang merupakan “built in 
control” maupun pengawasan sebagai system “checking” antara penegak hukum.12 
2. Proses Penyidikan 
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan 
pendahuluan, untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini 
meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, 
penggeledahan, pemanggilan, dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan, 
penahanan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang di duga sebagai peristiwa pidana guna menentukan 
dapat, atau tidaknya dilakukan penyelidikan dengan cara yang diatur dalam Undang-
Undang (KUHAP). 
Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi 
wanita, dan dalam beberapa hal, jika perlu dengan bantuan polsi pria. Penyidik anak, 
juga harus mempunyai pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, soiologi, pedagogi, 
antropologi, juga harus menyintai anak dan berdedikasi, dapat menyelami jiwa anak 
dan mengerti kemauan anak 
Penyidik, wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan (pasal 42 
ayat [1] UU RI No. 3 Tahun 1997). Ketentuan ini menghendaki bahwa pemeriksaan 
dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik.  
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Ketentuan pasal 42 ayat (1) ini, mencerminkan perlindungan hukum terhadap 
anak, apabila dilakukan oleh penyidik sebagaimana mestinya. Namun apabila 
penyidik tidak melakukan pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, tidak ada 
sanksi hukum yang dapat dikenakan kepadanya. Apabila penyidik melalaikan 
kewajiban memeriksa tersangka tidak dalam suasana kekeluargaan, maka seharusnya 
ada akibat hukumnya, baik terhadap pejabat yang memerlukan maupun hasil 
pemeriksaannya. Hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang  No. 3 Tahun 1997. 
Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997, menentukan bahwa 
dalam melakukan penyidikan anak nakal, penyidik dibantu pembimbing 
kemasyarakatan. Pasal 34 ayat (1) huruf a UU RI No. 3 Tahun 1997, menentukan 
bahwa pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar penyidikan 
dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan. Pembimbing 
Kemasyarakatan harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diperlukan 
untuk penyidik. Hal ini mencermingkan perlindungan hukum terhadap anak. Bila 
penyidikan dilakukan tanpa melibatkan pembimbing kemasyarakatan, penyidikan 
batal demi hukum. 
Proses penyidikan anak nakal, wajib dirahasiakan (Pasal 42 ayat [3] UU RI 
No. 3 Tahun 1997). Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan, dan 
tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap 
penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia. UU RI No. 3 Tahun 1997, tidak 
memberikan sanksi yang tegas terhadap penyidik, apabila kewajiban ini dilanggar, 
dan tidak mengatur akibat hukum terhadap hasil penyidikan, hal ini mempengaruhi 




Anak dapat menjadi korban ketidaktegasan UU RI No. 3 Tahun 1997.
13
 Hal ini 
dapat mengakibatkan kerugian fisik, mental, social anak, karena dapat menghambat 
perkembangan fisik, mental dan sosial anak dalam pergaulan hidupnya. Pelanggaran 
kerahasiaan proses penyidikan anak nakal, tidak dapat digugat melalui sidang pra-
peradilan, karena pelanggaran tersebut bukan bukan tergolong alasan untuk diajukan 
pra-peradilan. Dalam menaggulangi pelanggaran tersebut, ketika perkara anak 
diperiksa di persidangan, terdakwa atau penasihat hukum dapat meyampaikan 
keberatan (pasal 156 ayat [1] KUHAP) terhadap surat dakwaan. Alasan keberatan 
adalah, bahwa surat dakwaan tidak memiliki landasan hukum yang benar, karena 
dibuat berdasarkan hasil penyidikan yang tidak sah, yang pada waktu proses 
penyidikan tidak dirahasiakan oleh penyidik. Keberatan tersebut didukung oleh 
bukti-bukti yang meyakinkan Hakim dalam mengambil keputusan selanya, apabila 
hakim sependapat dengan terdakwa/penasihat hukumnya. 
3. Hak-Hak Tersangka 
Hak-hak tersangka meliputi; hak untuk  mendapatkan surat perintah 
penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat [2] 
KUHAP); hak untuk menerima tembusan surat perintah penahanan lanjutan atau 
penetapan Hakim (Pasal 21 ayat [3] KUHAP); hak untuk mengajukan keberatan 
terhadap perpanjangan penahanan (pasal 29 ayat [7] KUHAP); Hak untuk menerima 
ganti kerugian (Pasal 50 Ayat [1] jo pasal 122 KUHAP); Hak agar perkaranya segera 
dimajukan ke pengadilan dan segera diadili (Pasal 50 ayat [2] dan ayat [3] KUHAP0; 
Hak meminta penjelasan yang disangkakan (Pasal 51 huruf a); Hak untuk 
memberikan keterangan secara bebas (Pasal 52 dan Pasal 117 KUHAP); Hak untuk 





mendaptkan bantuan hukum (Pasal 54 KUHAP); Hak untuk menghubungi dan 
meminta kunjungan dokter pribadi (Pasal 58 KUHAP); Hak untuk diberitahukan 
tentang penahanan dirinya (Pasal 59 KUHAP); Hak untuk menghubungi dan 
menerima kunjungan sanak keluarga yang mempunyai hubungan kekeluargaan (Pasal 
60 KUHAP); Hak untuk menerima atau mengirim surat kepada penasihat hukum 
atau sanak keluarga (Pasal 62 ayat [1] KUHAP); Hak untuk menghubungi dan 
menerima rohaniawan (Pasal 63 KUHAP); Hak untuk meminta turunan Berita Acara 
Pemeriksaan (Pasal 72 KUlHAP); Hak untuk meminta pemeriksaan tentang sah atau 
tidaknya penangkapan atau penahanan (Pasal 79 dan Pasal 124 KUHAP);  Hak untuk 
mengajukan keberatan atas penahanan dan jenis penahanan (Pasal 123 ayat [1] 
KUHAP).  
Hak–hak anak yang menjadi sorotan utama dalam proses ini, sebagai berikut: 
sebagai tersangka, hak-hak yang diperoleh sebagai tindakan perlindungan terhadap 
tindakan yang merugikan (fisik, psikologis, dan kekerasan); hak untuk didampingi 
pengaracara; hak untuk mendapt fasilitas. Sebagai saksi korban: (victim) hak untuk 
dilayani karena penderitaan fisik, mental, dan sosial atau penyimpangan perilaku 
sosial; hak didahulukan dalam proses pemeriksaan, penerimaan laporan, pengaduan 
dan tindakan lanjutan dari proses pemeriksaan; hak untuk dilindungi dari bentuk-
bentuk ancaman kekerasan dari akibat laporan pengaduan yang diberikan. 
C. Tujuan Penerapan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Anak di 
Indonesia 
Filosofi yang mendasari peradilan anak itu dalam konsep konsederan 




sifat yang khusus dari anak dan untuk mewujudkan kesejahteraan anak maka perlu 
anak diadili oleh satu badan pengadilan sendiri”.  
Dalam pasal 4 disebutkan bahwa” pengadilan anak mengutamakan 
kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat” maka kami berkesimpulan 
bahwa segala aktifitas yang dilakukan dalam rangka peradilan ini, apakah itu 
dilakukan polisi, jaksa, hakim, ataukah pejabat-pejabat terkait lainnya, harus 
didasarkan kepada suatu prinsip, ialah kesejahteraan anak, demi kepentingan 
anak. Jadi, ketika hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus 
didasarkan kepada kriteria umum apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak 
yang bersangkutan, dan tentunya tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan 
masyarakat.  
Meskipun dalam pasal itu ada kata-kata “disamping kepentingan 
masyarakat” namun hemat penulis hal ini tetap berarti kepentingan anak tidak boleh 
dikorbankan demi kepentingan masarakat itu. Di sini dikemukakan peringatan dari 
Paul Tappan dalam bukunya mengenai Juvenile Delinquency pada tahun 1949, 
bahwa pengadilan anak jangan sampai menjadi lembaga sosial. Memang maksud dari 
Juvenili Court di Amerika Serikat lebih condong kesifat lembaga sosial, daripada 
badan yang memberi peradilan. Dewasa ini pandangan Hakim Anak sebagai parents 
patrie14 ditolak, dan Hakim Anak kehilangan sebagian besar dari sifatnya yang 
khas sehingga tidak lagi dapat dikatakan sebagai hukum yang bersifat otonom. 
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 Parens patriae is Latin for parent of the nation. In law, it refers to the public policy power 
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Maksud dari penolakan azaz parens patrie itu ialah bahwa hukum anak 
harus ditolak dari hak-hak anak, sehingga dalam peradilan anak haruslah terwujud 
hak-hak tersebut. Misalnya harus diperhatikan kemajuan dari perkembangan jiwa 
anak dewasa ini dan situasi kemasarakatan pada umumnya.  
Menurut penulis, azaz parents patrie  tidak perlu ditinggalkan sama sekali 
namun kepada anak hendaknya diberi kesempatan untuk menyatakan 
pendapatnya, dan pendapat ini harus mendapat perhatian yang wajar. Maka makna 
”demi kepentingan anak” jangan menjadi “demi kepentingan anak menurut 
hakim” saja. Akan tetapi benar-benar demi perkembangan pribadi anak itu sendiri 
dalam arti luas artinya kehendak dari anak itu sendiri diperhatikan dan 
diperhitungkan juga harapan dari masyarakat yang bersangkutan.  
Bila melihat tujuan Hukum Pidana secara umum akan ditemukan adanya 
kaitannya dengan Undang-undang Pengadilan Anak. Intinya adalah terwujudnya rasa 
keadilan. Diantara para sarjana hukum mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana 
ialah: 
a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, 
baik secara menakut-nakuti orang umun (generale preventie) maupun secara 
menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar 
dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi. 
b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah 
menandakan suka melakukan kejahatan, agar menjadi orang baik tabiatnya, 






D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana 
1. Pengertian dan Dasar Hukum 
Perlindungan Anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana 
setiap anak dapat rnelaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak 
merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian 




Perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. 
Melindungi anak adalah melindungi manusia dalam rangka membangun manusia 
seutuhnya. Karena hakikat pembangunan nasional adalah membangun manusia 
Indonesia seutuhnya, maka mengabaikan masalah perlindungan anak, tidak akan 
memantapkan pembangunan nasional. Akibatnya dapat menimbulkan berbagai 
permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan 
pembangunan nasional. Ini berarti bahwa, perlindungan anak harus diusahakan 
apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang utuh. 
Dalam Seminar Perlindungan Anak/Remaja yang diadakan oleh Pra Yuwana 
pada tahun 1977, terdapat dua rumusan tentang perlindungan anak yaitu: 
a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun 
lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamatan, 
pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, sosial anak dan remaja, 
sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya. 
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b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, 
keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah, sesuai dengan hak asasi dan 
kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.
16
 
Menurut Arief Gosita, dikatakan bahwa hukum perlindungan anak sebagai 
hukum tertulis maupun tidak tertulis yang menjamin anak benar-benar dapat 
melaksanakan hak dan kewajibannya.
17
 
Bismar Siregar menyebutkan aspek hukum perlindungan anak lebih 
dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, 
mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban. Selama anak itu masih 
disebut anak, selama itu pula dari dirinya tidak dituntut pertanggung jawaban. Oleh 




Dalam Convention on the Rights of the child, (Konvensi Hak anak). Pasal 2 
menyebutkan: 
a. Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan 
dalam Konvensi ini, terhadap setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa 
memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, 
atau pandangan lain, asal- usul bangsa, suku bangsa, atau sosial, harta kekayaan, 
bukti kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya 
yang sah menurut hukum. 
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Suwantji Sisworahardjo, Hukum dan Hak-Hak Anak, (Jakarta: Yayasan LBHI dan CV 
Rajawali, 1986), h. 39-40. 
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Arief Gosita, op. cit, h. 53 
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b. Negara-negara peserta akan mengambil langkah-langkah yang layak untuk 
menjamin bahwa anak dilindungi terhadap semua bentuk diskriminasi atau 
hukuman yang didasarkan pada status kegiatan, pendapat yang dikukuhkan atau 
kepercayaan orang tua anak, walinya yang sah, atau anggota keluarganya.
19
 
Dalam Undang-Undang RI Tahun No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan 
Anak, Pasal 1 butir 2 menyebutkan:  
“ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 
anak dan hak-haknya agar dapat hidup, turnbuh berkembang, dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 
Dan beberapa rumusan pengertian perlindungan anak, dapat disimpulkan 
kandungan maksud yang sama, yaitu suatu usaha setiap orang untuk 
melaksanakan/menjamin agar hak anak terpenuhi sesuai dengan harkat dan 
martabatnya. 
2. Tujuan Perlindungan Anak. 
Menurut Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Pasal 3, Perlindungan anak 
bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi 
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahterah.
20
 
Agung Wahyono dan Siti Rahayu menyebutkan aspek perlindungan anak 
ditinjau dari segi psikologis, bertujuan agar anak terhindar dari kekerasan, 
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keterlantaran, penganiayaan, tertekan, perlakuan tidak senonoh, kecemasan dan 
sebagainya,
21
untuk meningkatkan kondisi kehidupan anak di negara yang 
bersangkutan.  
Berkaitan dengan tujuan pelindungan anak Barda Nawawi Arief mengatakan 
bahwa, membicarakan perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak 
dapat dilepaskan dari apa sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari peradilan 
anak itu sendiri. Bertitik tolak dari tujuan dan dasar pemikiran inilah baru dapat 
ditentukan apa dan bagaimana hakikat serta wujud dari perlindungan hukum yang 
sepatutnya diberikan kepada anak. Tujuan dan dasar pemikiran peradilan anak, tidak 
dapat dilepaskan dan tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak, yang 
pada dasarnya merupakan bagian integral dari keadilan sosia1.
22
 
Tujuan perlindungan anak juga tersimpul dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 
4 Tahun 1979 tentang Undang-Undang Kesejahteraan Anak. Dalam Undang-undang 
itu ditegaskan bahwa dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama 
kali berhak mendapat pertolongan bantuan dan perlindungan.
23
 
3. Perlindungan Anak menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak 
Esensi Undang-Undang Pengadilan Anak sebagai Hukum Perlindungan Anak 
dalam. Hukum Pidana dapat dilihat dalam konsideran: 
a. Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya 
manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa 
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Agung Wahyono dkk., Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Sinar 
Grafika, 1993), h. 10. 
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Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana (Cet. I; Bandung: Alumni, 1992), h. 
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yang memiliki peranan strategic dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus 
memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental sosial secara utuh, serasi, 
selaras, dan seimbang. 
b. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan 
terhadap anak diperlukan dukungan maupun perangkat hukum yang lebih 
mantap dan memadai. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan 
pengadilan anak, perlu dilaksanakan secara khusus. 
Menurut Darwan Prinst, Undang-Undang Pengadilan Anak (Undang-Undang 
RI No.3 Tahun 1997) yang mengatur hukum pidana materiil dan hukum formil 
mengenai perlindungan anak yang melakukan tindak pidana, menganut beberapa 
asas/prinsip yang membedakan dengan sidang pidana untuk orang dewasa. Asas-
Asas tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Pembatasan umur (Pasal 1 butirl Jo Pasal 4 ayat 1). Adapun orang yang dapat 
disidangkan dalam acara Pengadilan anak ditentukan secara limitatif, yaitu 
minimum berumur 8 tahun dan maksimum berumur 18 tahun dan belum 
pernah kawin. 
b. Ruang lingkup masalah dibatasi (Pasal 1 ayat 2). Masalah yang dapat diperiksa 
dalam sidang Pengadilan Anak, hanyalah terbatas menyangkut perkara anak 
nakal. 
c. Ditangani Pejabat khusus (Pasal 1 Ayat 5, 6, 7). Undang-Undang No.3 Tahun 
1997 menentukan bahwa perkara anak nakal hares ditangani oleh pejabat-
pejabat khusus, seperti: 




2) Ditingkat penuntutan oleh penuntut umum anak. 
3) Ditingkat pengadilan disidangkan oleh hakim anak, hakim banding 
anak, hakim kasasi anak 
d. Peran pembimbing kemasyarakatan (Pasal 1 ayat 11). Undang-Undang 
Pengadilan Anak mengakui peranan dari pembimbing kemasyarakatan, pekerja 
sosial, pekerja sosial suka rela. 
e. Suasana pemeriksaan kekeluargaan (Pasal 42 ayat 1). Pemeriksaan perkara di 
pengadilan dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Oleh karena itu hakim, 
penuntut umum, dan penasehat hukum tidak memakai toga. 
f. Keharusan Splitsing (Pasal 7). Anak tidak boleh diadili bersama dengan orang 
dewasa baik yang berstatus sipil maupun militer. Kalau terjadi anak 
melakukan tindak pidana bersama dengan orang dewasa, maka anak diadili 
dalam sidang pengadilan anak, sementara orang dewasa diadili dalam sidang 
biasa, atau apabila ia berstatus militer di peradilan militer. 
g. Acara pemeriksaan tertutup (Pasal 8 ayat 1). Acara pemeriksaan di sidang 
pengadilan anak dilakukan tertutup. Ini demi kepentingan si anak sendiri. 
Akan tetapi putusan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. 
h. Diperiksa hakim tunggal (Pasal II, 14, 18). Hakim yang memeriksa perkara 
anak, baik di tingkat Pengadilan Negeri, banding atau kasasi, dilakukan dengan 
hakim tunggal. 
i. Masa penahanan lebih singkat (Pasal 44 sampai dengan pasal 49).Masa 
penahanan terhadap anak lebih singkat dibanding masa penahanan bagi orang 




j. Hukuman lebih ringan (Pasal 22 sampai dengan pasal 32). Hukuman yang 
dijatuhkan terhadap anak nakal, lebih ringan dari ketentuan yang diatur dalam 
KUHP.Hukuman maksimal untuk anak nakal adalah 10 tahun.
24
 
Berkaitan dengan masalah perlindungan anak, Maulana Hassan Wadong 
mengatakan bahwa: Melihat perumusan Undang-Undang No.3 tahun 1997, di 
Indonesia terjadi babak pencerahan bagi hukum yang mengkhususkan ketentuan 
dasar sebagai ketentuan Hukum Acara Pidana Anak yang persuasif dan kondusif.. 
Kepentingan hukum acara pidana menjadi sentral dalam merumuskan tujuan hukum, 
demokrasi, hak asasi manusia, sebagai citra supremasi hukum dalam masyarakat. 
Ketentuan yang mengikat dari asas umum Hukum Acara Pidana, tetap menjadi 
proporsional dalam UU No.3 tahun 1997, dengan ketentuan asas lex spesialis de 
rogat, lex generalis.25 
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ANALISIS SANKSI PIDANA ANAK PERSFEKTIF FIKIH DAN 
HUKUM POSITIF 
A.  Kejahatan Anak Dalam Perspektif  Fikih 
Perilaku manusia yang dinilai sebagai bentuk kejahatan dalam konsep 
hukum pidana Islam terbagi menjadi lima bagian, yaitu: (1) Kejahatan 
terhadap badan seperti pelukaan/pengrusakan anggota badan baik secara 
sengaja, semi sengaja dan tidak disengaja atau kesalahan. (2) kejahatan terhadap 
harta yaitu pencurian, perampokan. (3) Kejahatan terhadap nasab seperti zina. (4) 




Sanksi pidana dalam hukum Islam sebagai akibat dari kejahatan yang 
dilakukan diklasifikasikan dalam tiga bagian yaitu hudud, kisas dan takzir.
2
 Hudud 
yaitu bentuk pidana yang telah ditentukan Allah dan Rasul-Nya terhadap seorang 
yang melakukan tindak pidana hudud. Hakim dalam hal ini bersifat pasif, artinya 
hakim tidak berwenang menambah atau mengurangi, terutama membebaskan 
tersangka dari tuntutan hudud tersebut.
3
 Kisas yaitu jenis pidana eksekusi mati yang 
dijatuhkan terhadap terpidana pembunuhan dan penganiayaan karena dengan sengaja 
menghilangkan nyawa orang lain.
4
 Jenis pidana ini pada dasarnya juga telah 
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ditetapkan oleh Allah swt., dan Rasul-Nya. Akan tetapi hakim dalam hal ini dapat 
bersifat aktif, artinya hakim dibenarkan bahkan merupakan tindakan yang arif untuk 
menyarankan perdamaian kepada keluarga korban dengan cara mengajukan agar 
mereka memaafkan tersangka. Salah satu bentuk perdamaian itu adalah pihak 
korban membebaskan tersangka pembunuhan itu dari tuntutan kisas ini dan pelaku 
tindak pidana menyerahkan diat sebagai pengganti sanksi. Alquran menjelaskan 
bahwa pemberlakuan pidana mati tersebut merupakan jaminan untuk langgengnya 
sebuah  masyarakat. Rasionalisasinya adalah bahwa seseorang yang bermaksud 
menghilangkan nyawa orang lain akan berpikir panjang untuk melakukannya, karena 
pada akhirnya nyawanya juga akan dihilangkan melalui kisas tersebut. Takzir yaitu 
jenis pidana yang tidak diatur secara tegas oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena itu 
hakim dalam hal ini dituntut untuk bersikap aktif. Artinya, hakim diberi 
kewenangan secara luas untuk menetapkan pidananya dengan mempertimbangkan 
berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam peradaban masyarakat. 
Jenis pidananya dapat berupa nasehat, pemukulan atau cambuk, penjara dan bahkan 
bisa berupa pidana yang sangat berat seperti pidana mati. 
Adapun urgensi pembagian jenis pidana seperti itu adalah untuk 
mengkategorikan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku jari>mah tersebut, 
apakah tergolong kepada jari>mah hudud, kisas atau takzir. Selain itu 
pengklasifikasian tersebut juga erat kaitannya dengan kewenangan hakim dalam 
menentukan vonis pidana kepadanya. jari>mah  yang tergolong kepada hudud 
misalnya , seorang hakim tidak memiliki kewenangan dalam memilih jenis pidana 
yang akan dijatuhkan kepada seorang tersangka. Jadi, tugas hakim dalam hal ini 
adalah menjatuhkan pidana yang telah ditentukan tersebut apabila telah terbukti 
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kesalahannya. Dengan demikian permohonan maaf dari pihak manapun tidak akan 
dapat memengaruhi vonis yang akan dijatuhkan oleh hakim, karena jenis pidana 
tersebut merupakan hak Tuhan untuk kepentingan orang banyak. 
Adapun kisas meskipun merupakan jenis pidana yang telah ditetapkan oleh 
Allah sebagaimana pidana hudud, akan tetapi ia merupakan jenis pidana yang 
bersifat khusus. Aplikasi pidana tersebut sangat tergantung kepada sikap keluarga 
korban pembunuhan. Dengan demikian, apabila keluarga korban memaafkannya 
maka hakim tidak dibolehkan menjatuhkan pidana mati tersebut. Ketentuan seperti 
inilah yang menyebabkan tindak pidana pembunuhan itu ditetapkan sebagai hak 
perorangan. 
Selain perbuatan jahat seperti yang telah disebutkan di atas, dalam hukum 
Islam juga dikenal istilah yang berkaitan dengan perilaku yang dikonotasikan dengan 




 Menurut Hamka Haq, hukum 
jinayah dalam Islam ditegakkan bertujuan untuk melindungi dan menjamin 
terlaksananya maksud syariat, yang meliputi: melindungi agama (hifz al- Di>n), 
melindungi jiwa (hifz al- Nafs){, melindungi akal (hifz| al- Aql), melindungi keturunan 
atau kehormatan (hifz al- Nasb) dan melindungi harta kekayaan (hifz al-Ma>l).7   
                                                     
5
Jarimah dalam Alquran dikonotasikan sebagai suatu kesalahan, di sisi lain banyak pula 
dipergunakan dalam konotasi berbuat suatu tindakan kurang baik sehingga jarimah memiliki 
kesamaan dengan jinayah yaitu melakukan tindakan yang secara tegas dilarang oleh Allah atau 
meninggalkan kewajiban yang nyata-nyata telah diperintahkan Allah. Lihat Topo Santoso, 
Membumikan Hukum Pidana Islam; Penegakan Syariat Islam dalam Wacana dan Agenda (Cet. I; 
Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 22 
6 Jina>yah adalah Perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan 
kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal atau harta benda. Kata jina>yah berasal dari kata janayajni 
yang berarti akhaza (mengambil) atau sering pula diartikan kejahatan, pidana atau kriminal.  
7
Hamka Haq, Syariat Islam; Wacana dan Penerapannya ( Makassar: al- Ahkam, 2003), h. 
193. Lihat juga Imam al- Sya>tibi, al- Muwa>faqa>t fi> Us{u>l Syariah, Juz I ( Beirut: Dar al- Kutub al- 
Ilmiyyah, t.th). h. 4. 
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Sedangkan Abdul Qadir Audah, mendefinisikan jinayah dengan arti khusus 
 ُوْبَسَتْكا اَم ِّرَش ْنِم ُءْرَ
لما ِوْيِنَْيَ اَمِل ٌمْسِا ًةَُغل َُةي اَِنلجا َو َلِطْصِا  ًحا  ِل ٌمْسِا ٍمَّرَُمُ ِلْعِف  ًعْرَش ٌءاَوَس ا 
 َقَو َع  ُلْعِفلا  ْف َن ىَلَع ٍس  ِْيَغ َْوا ٍلاَم َْوا  َكِلاَذ8 
Artinya:  
Jinayah menurut bahasa merupakan nama bagi suatu perbuatan jelek 
seseorang. Adapun menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang 
diharamkan syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda 
maupun selain jiwa dan harta benda.
 
Defenisi tersebut adalah berlaku untuk perbuatan tertentu yang diancam 
dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh hukum syara’ termasuk dalam kategori ini 
adalah murtad, minum-minuman keras, berzina, menuduh melakukan perbuatan zina  
tanpa saksi-saksi, mencuri, dan melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang 
berkuasa.
9
   
Jarimah yang dihukum dengan hudud tersebut tidak dapat diketahui kecuali 
dengan adanya teks yang datang dari Allah swt. dengan ketentuan sanksi hukumnya 
yang telah ditetapkan pula. Adapun mengenai jarimah yang diancam dengan 
hukuman takzir mencakup semua perbuatan yang menyalahi aturan Allah dan rasul-
Nya atau melanggar tatanan yang telah digariskan oleh penguasa negara demi 
kemaslahatan umum, selama tatanan tersebut tidak beradu dengan norma-norma dan 
implikasi hukum yang termaktub dalam nas-nas (Alquran dan hadis). Meskipun ada 
aturan Allah dan manusia bagi pelaku kejahatan tentu tidak dapat disamakan dalam 
hal berat dan ringannya sanksi, maka ulama selalu berijtihad agar aturan hukum pada 
persoalan jinayah sesuai dengan kehendak Syar’i>. 10 
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Abdul Qadir Audah, op.cit., h. 27.   
9Ibid,. h. 86  
10
Hamka Haq, op.cit,. h. 28  
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Agama Islam pun mengatur kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena anak 
lebih rentan dari kesalahan. Oleh karena itu penting sekali diketahui bagaimana 
aturan Islam tersebut. Mengetahui aturan yang ada dalam Alquran dan hadis, atsar 
sahabat dan pendapat para mujtahid. 
Umar Bin Khattab selaku khalifah memberi perhatian terhadap anak yang 
bermasalah, sekaligus menjelaskan adanya aturan bagi anak tersebut sebagaimana 
riwayat di bawah ini. 
 نِ َر َبْخَا َلَاق جْيَرُج ُنِْبا ْنَع قاَّزَّرلا ُدْبَع َان َر َبْخَا ْي ِزَعلا ُدْبَع ٍب ِاَتِك ِفِ َرَمُع ُنِْبا ِز 
 ِنْب َرَمُِعل  ِدْبَع  ْب َرَمُع ََّنا ِزْي ِزَعلا َن  ِباَّطَلخا  َدْو َق َلا َل َاق  َلا َو َلْت َق َلاَو ِحَارَج ِفِ َص اَصِق َلا
 َّدَح  َن َلاَو ْغُل ْ ب َي َْلَ ْنَم ىَلَع َل اَك  ُلا ُل َم  َمَلْع َي َّتىَح  فِ ُوَل اَم ِوْيَلَع اَم َو ِم َلْسِلإا 11  
Artinya:  
Abdurrazaq telah meriwayatkan dari ibnu Juraij, ia berkata: ‚ telah 
memberitakan kepadaku Abdul Aziz bin Umar dalam sebuah surat milik 
Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Umar Ibnu Khattab r.a. telah berkata: 
tidak ada pembalasan, tidak pula kisas dalam suatu tindakan melukai, tidak 
pula hukuman eksekusi dan hukuman had bagi orang yang belum mencapai 
usia balig, hingga ia mengetahui apa dan bagaimana hak dan kewajibannya 
dalam Islam. 
Kasus tersebut belum jelas apakah dalam hukum Islam membebaskan anak 
begitu saja atau ada sanksi lain. Atau diberikan takzir kepada anak, jika diberi takzir 
apa bentuk takzir yang cocok serta umur berapa diterapkan takzir itu. Berbeda 
halnya pada aturan hukum di Indonesia. Jika anak melakukan kejahatan dapat 
dikenakan sanksi hukum setelah diputus bersalah oleh hakim. Berat ringannya 
hukuman telah diatur dalam Undang-undang, seperti kurungan, penjara dan 
sebagainya. 
                                                     
11
Abdul  Razz>aq ibn Hamma>m as{ Sanaa>ni>, Mushannaf Abdul Raza>q, Jilid 10 (t.tp: Majlis al- 
‘Ilmi), h. 179. 
84 
 
Perbedaannya terdapat pada tataran pemikiran apakah ukuran yang dipakai 
hukum Islam dalam menentukan kejahatan anak sehingga diklasifikasikan 
jarimah/jinayah dan bagaimana  bentuk sanksinya. Di sisi lain, mayoritas umat Islam 
memahami aturan untuk kejahatan ada dan cukup sederhana bahkan dipahami anak-
anak diberi pembebaskan dalam pertanggung jawaban hukum. Pendapat terakhir 
berupa pembebasan ini pun mempunyai dasar pijakan yang kuat yaitu sabda 
Rasulullah saw berikut ini: 
 ِلَع ْنَع ُسُن ْو ُي َان َاَب َْنا َمْيَشُح اَن َث َّدَح  ى  َلْوُسَر ُتْعَِسَ ُوْنَع ُللها يِضَر  للها ىَّلَص ِللها
 َّلَسَو ِوْيَلَع ُمَلَقلا َعِف ُر :ُل ْوُق َي َم  ٍث َلَث ْنَع  َغِلْب َي َّتىَح ِْيِغَصلا ْنَع  ْنَع َو  َظِقْي َتْسَي َّتىَح ُمِئ اَّنلا 
 
ُ
لما ْنَعَو ُي َّتىَح ِب اَص َشْك)دحما هاور( ُوْنَع َف12  
Artinya: 
Telah menceritakan kepadaku Husyaim, katanya: telah menceritakan 
kepadaku Yunus dari Ali r.a ia berkata: Aku mendengar Rasulullah Saw 
bersabda: Diangkatkan pembebanan hukuman dari tiga jenis orang; anak 
kecil sampai ia balig, orang tidur sampai ia bangun, dan orang gila 
sampai ia sembuh.  
 
Menurut Islam suatu hukum diterapkan dengan mempunyai tujuan yaitu 
tercapainya kemaslahatan manusia meskipun hukuman tersebut tidak disenangi. 
Dalam hukum pidana Islam tujuan pemidanaan terbagi menjadi dua tujuan pokok: 
preventif (pencegahan) dalam istilah arab disebut al- Rad’u al- Zajru dan tujuan 
edukatif (pengajaran) atau al- Is}la>h wa al- Ta’dib.13 
Tujuan preventif artinya menahan pelaku jarimah supaya tidak mengulangi 
perbuatannya dan mencegah orang supaya tidak melakukan tindak pidana. Tujuan 
                                                     
12
Ima>m Ahmad bin Hanba>l, Musnad , Hadis No. 896, Jilid 2 (Beirut: Da>rul fikr, tt.),  h. 172. 
13
Hassan Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam  ( Cet.III; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 
1986), h. 279.  
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yang ingin dicapai dari tujan preventif ini untuk mengurangi kriminalitas dan 
menjaga ketertiban yang ada dalam masyarakat. Tujuan preventif seperti jarimah 
bagi pencuri ,jika sanksi bagi pelaku pencurian adalah potong tangan, hal ini harus 
mempunyai tujuan yaitu supaya orang lain tidak melakukan tindak pidana. Karena 
dengan sanksi potong tangan tersebut orang akan berfikir lebih dahulu untuk 
melakukan tindak kejahatan. 
Tujuan edukatif artinya untuk memberikan pelajaran bagi pelaku jarimah, 
agar pelaku tersebut dapat mencapai kesadaran batin untuk tidak mengulangi 
perbuatannya. Dasar penjatuhan sanksi pidana adalah rasa keadilan dan melindungi 
masyarakat, rasa keadilan menghendaki agar suatu hukum harus sesuai dengan 
perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu diharapkan agar sanksi tersebut  
membuat pelaku kejahatan sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga 
mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya. 
Sanksi pidana dalam Islam diterapkan setelah terpenuhinya beberapa unsur  
yaitu : al- Ruknu al- Syar’i; adanya nash yang mengundangkannya, al- Ruknu al- 
Maddi; adanya perbuatan yang melanggar hukum dan al- Ruknu al- Ada>bi, adanya 
orang yang berbuat pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana.
14
 
Ketentuan ini diberlakukan karena sanksi pidana dalam Islam dianggap sebagai 
suatu tindakan ih}tiya>t, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip; 
hindari sanksi pidana had dalam perkara yang mengandung unsur syubhat, dan 
                                                     
14
Lihat Abdul Qadir al- Audah, op.  cit., h. 111. 
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seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan 
sanksi pidana. 
Syariat Islam mengemukakan konsep tentang pertanggung jawaban bagi anak 
yang belum dewasa yang didasarkan atas dua perkara, yaitu; kekuatan berfikir dan 
pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda 
menurut perbedaan masa yang dilalui hidupya, yang terdiri:
15
 
a. Masa Tidak adanya Kemampuan berfikir 
  Masa ini dimulai sejak dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun, 
sebagaimana kesepakatan fuqaha. Pada masa tersebut seorang anak dianggap 
tidak mempunyai kemampuan berpikir ‚belum tamyiz‛. Meskipun kemampuan 
berpikir kepada usia tertentu, akan tetapi fuqaha berpedoman dengan usia dalam 
menentukan batas-batas kemampuan berfikir, agar bisa berlaku untuk semuaa 
orang, dengan mendasarkan kepada keadaan yang banyak terjadi pada anak-anak 
kecil. Sehingga fuqaha berpendapat bahwa perbuatan jarimah yang dilakukan oleh 
anak di bawah usia tujuh tahun tidak dijatuhi hukuman, baik hukuman pidana 
atau sebagai pengajaran. Akan tetapi anak tersebut dikenakan 
pertanggungjawaban perdata, yang dibebankan atas harta milik pribadi, yakni 
memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh orang lain. 
 
b. Masa Kemampuan Berfikir yang Lemah 
                                                     
15
Lihat Hassan Hanafi, loc. cit., h. 368-370.  
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  Masa  ini dimulai sejak anak berusia tujuh tahun sampai mencapai 
kedewasaan (balig). Mayoritas fuqaha membatasinya dengan usia lima belas 
tahun. Kalau seorang anak telah mencapai usia tersebut maka ia dianggap 
dewasa, meskipun boleh jadi ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam 
Abu Hanifah dan golongan mazhab Maliki membatasi kedewasaan kepada usia 
delapan belas tahun. Pada masa tersebut seorang anak tidak dikenakan 
pertanggung jawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya. Akan tetapi ia bisa 
dijatuhi pengajaran. Mengenai pertanggung jawaban perdata, maka anak tersebut 
tetap dikenakan, meskipun bebas dari tanggung jawab pidana. 
c. Masa Kemampuan Berpikir Jenuh 
  Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan (sinnur- 
rusydi) atau setalah anak mecapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun, 
menurut ikhtilaf  dikalangan fuqaha. Pada masa ini seseorang dikenakan 
pertanggung jawaban pidana atas jarimah yang diperbuatnya.  
  Berdasarkan penelitian pada Alquran dan hadis, kejahatan/tindak pidana (jarimah) 
terbagi kepada tiga macam yaitu: (1) Jarimah hudud, (2) Jarimah qisas/diyat dan (3) 
Jari>mah takzir. Jari>mah hudu>d berupa, zina. qadzaf, tuduhan palsu, mencuri, 
merampok minuman keras, pemberontakan, dan murtad. Jari>mah qisas dimaksudkan 
kepada pembunuhan dan perlakuan melukai dengan sengaja. Jari>mah diyat, adalah 
denda bagi pembunuhan dan perlakuan melukai kesalahan atau tidak sengaja. 
Sedangkan jari>mah takzir, adalah kejahatan yang disebutkan bentuknya dalam 
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Alquran dan hadis tetapi sanksinya tidak dijelaskan atau perbuatan yang dinyatakan 
kejahatan oleh pemerintah/penguasa. 
  Kaitannya dengan kejahatan anak, penulis merumuskannya dengan 
menghubungkan konsep kejahatan dalam hukum pidana Islam dengan bukti kongkrit 
kejahatan anak yang dapat diperoleh dari beberapa hadis, atsar sahabat dan pendapat 
tabi’in.  
B. Pembebanan Hukuman Kejahatan Anak dalam Perspektif Fikih 
Sedangkan dalam fikih Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap 
batasan usia anak-anak di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para 
ulama. Para ulama fikih berijma bahwa seorang anak bila telah berihtilam maka 
dipandang bali>g. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan haid . Sesuai dengan 
ayat Alquran Q.S an- Nu>r/ 24:59. 
             ...    
Terjemahnya: 




Namun terjadi ikhtilaf di antara para ulama dalam penentuan umur. Ada tiga 
pendapat tentang hal tersebut, yaitu: 
1. Mazhab Hanafi 
Mereka berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang balig 
sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Adapun hujjahnya ialah Q.S al- An’am/ 6:152. 
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Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya (Cet.X; Bandung: CV Diponegoro, 
2006), h. 358.   
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                        ... 
Terjemahnya: 
Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih 
bermanfaat, hingga sampai ia dewasa.
17
 
 Kedewasaan anak laki-laki sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas 
adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya 
adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun 
sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.
18
 
Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan menentukan usia 
dewasa bagi laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Mereka berdua juga 
berhujjah dengan firman Allah swt di atas. Menurut mereka lafaz دشا yang 
diterjemahkan dengan dewasa dimaksudkan dengan umur 18 tahun karena usia 
tersebut dianggap telah matang dari segi kematangan fisik dan psikis.
19
 
Sedangkan istilah dewasa dengan kalimat  دشا maksudnya adalah sanggup 
bertindak dengan baik dalam mengurus harta dan menampakkan harta itu dengan 
pikiran yang sehat,  tindakan yang bijaksana, dan sesuai dengan peraturan agama. 
Dalam hal penetapan kata dewasa terdapat perbedaan, hal itu berdasarkan atas 
keadaan anak dan perkembangan masa yang dilaluinya.  
2. Mazhab Syafi’i dan Hanbali 
                                                     
17Ibid., h. 149.   
18
Muhammad Ali al-Sabuni, Rawai’ul Baya>n Tafsir fi al-Ayat al-Ahka>m min al-Qur’a>n, 
diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur’an, (Bandung: Al-Ma’arif, 
1994), II: 362.  
19
http://referensimakalah.com/06/01/2012/abu-yusuf-dan-pemikirannya.html (akses tgl 10 
Juli 2012)  
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Mereka berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan 
apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam 
dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan 
telah balligh. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar 
bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu 
berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. 
Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak yang ketika 




3. Jumhur Ulama Fikih 
Bahwasanya usia bali>g bisa ditentukan berdasarkan hukum kelaziman. 
Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtila>m dan hal itu sering terjadi 
pada usia 15 tahun. Dengan demikian, maka umur 15 tahun itulah ditentukan usia 
balig yang dipandang usia takli>f  (usia pembebanan hukum).21 
Sedangkan dalam literatur yang lain disebutkan juga anak dengan istilah 
mumayyiz yaitu anak yang mengerti maksud dari kata-kata yang diucapkannya. 
Biasanya usia anak itu genap 7 tahun sehingga bila kurang dari 7 tahun maka belum 
dikatakan mumayyiz. Hukum terhadap anak mumayyiz itu berlaku sampai anak itu 
dewasa. Dewasa ini maksudnya cukup umur untuk berketurunan dan muncul tanda-
                                                     
20
Muhammad Ali al-Sabuni op. cit., h. 369. 
 
21
Atabik Ali, Ahmad Muhdi Muhzar. Kamus Kontemporer Arab-Indonesia Al-‘Ashri. 
(Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), h. 562 
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tanda laki-laki dan perempuan yang biasanya pencapaian umur bagi laki-laki berusia 
12 tahun sedang perempuan 9 tahun.
22
 
Kemudian kalau anak sudah melewati usia tersebut bagi laki-laki 12 tahun 
dan 9 tahun bagi perempuan namun belum tampak gejala-gejala bahwa ia sudah 
dewasa dari segi lahiriah maka keduanya ditunggu sampai berusia 15 tahun. 
Apa yang telah ditetapkan oleh para ulama fikih itu hanyalah standar yang 
relatif, dalam hal ini Fathy Zaghlul memberi penjelasan bahwa seorang anak 
dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki kemampuan sehingga ia mencapai usia 
mumayyiz hanya saja akal dan bakatnya masih tetap muda, belum kuat untuk 
menilai perbuatan-perbuatan yang dilakukannya walaupun melakukannya dengan 
sengaja. Namun kemampuan menilai itu baru diperolehnya setelah ia dewasa, yaitu 
setelah akalnya cukup memiliki kebijaksanaan dan pandangan yang jauh ke depan. 
Dalam menetapkan batas usia dewasa, perundang-undangan dewasa ini 
berbeda-beda, ada yang menetapkan usia 12 tahun bagi perempuan dan 14 tahun 
bagi laki-laki dan ini sudah berlaku sejak zaman Romawi dahulu di saat orang-orang 
hidup dewasa dan bahaya belum begitu dikhawatirkan terjadi. Karena anak-anak 
selalu dikelilingi oleh kerabatnya sehingga tidak ada motif untuk memperlambat 
batas kedewasaan anak-anak. Namun setelah masyarakat berkembang pesat dengan 
kemajuan diberbagai bidang kehidupan yang dapat memicu seorang anak bisa lebih 
cepat menjadi dewasa, maka batas usia dewasa dapat ditentukan lebih awal. 
 Menurut Abdul Wahab Khalaf, manusia dalam kaitannya dengan keahlian 
melaksanakan suatu tugas terbagi dalam tiga keadaan yaitu: 
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Abi Umar Yusuf, al-Tamhi>d Lima> fi al-Muwaththa’ min al-Ma’a>niy wa al-Asa>nid. Kairo: 
al-Faru>q, 1789  
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a. Manusia terkadang tidak mempunyai keahlian melaksanakan atau kehilangan 
keahlian. Dalam hal ini berlaku pada anak-anak yang masih kanak-kanak dan 
pada orang gila pada usia berapa pun. 
b. Manusia terkadang tidak sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu 
terjadi pada anak-anak yang baru mencapai usia mumayyiz atau masa sebelum 
menginjak usia balig. 
c. Manusia terkadang sempurna dalam keahlian melaksanakan tugas, hal itu terjadi 
pada orang yang telah mencapai usia dewasa dan berakal. Jadi usia itu disebut 
dengan ahliyat al-‘ada yang sempurna yang juga dapat dinyatakan dengan 
kedewasaan manusia atau akalnya.
23
 
Tingkatan pertama kesepakatan ulama mengatakan bahwa tidak adanya 
kemampuan menggunakan akal pikirannya bermula dari anak itu dilahirkan dan 
berakhir sampai berusia tujuh tahun. Tingkatan kedua menunjukkan adanya 
kemampuan untuk mempergunakan akal pikirannya, akan tetapi masih lemah. 
Tingkatan ini bermula dari anak berumur tujuh tahun dan berakhir sampai balig. 
Adapun tingkatan ketiga menunjukkan bahwa kemampuan untuk mempergunakan 
akal pikirannya secara sempurna itu dimulai dari balignya seorang anak yang 
berumur 15 tahun (pendapat keumuman ulama fikih) atau setelah berumur 18 tahun 
(pendapat Abu Hanifah dan Masyhur Malikiyah). Menurut Imam Malik dan Abu 
Hanifah bahwa orang yang tidak pernah bermimpi (mengeluarkan mani) itu tidak 
dinyatakan dewasa kecuali bila telah sampai pada usia 17 tahun. Sedang dalam 
riwayat lain yang termasyhur dari Abu Hanifah adalah 19 tahun. Sehingga dari 
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pernyataan di atas terlihat bahwa keduanya lebih cenderung memilih usia anak dari 
pada ikhtilam itu sendiri.
24
 
Ulama ushul fikih sepakat menyatakan bahwa perbuatan seseorang dapat 
dinilai dan diberi pembebanan hukuman, adalah apabila orang tersebut telah 
memenuhi dua syarat yaitu: 
1. Mampu Memahami Tuntutan Syariat (Khitab al- Syar’i>) 
Orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami Khitab al-Syar’i> 
(tuntutan syariat), maka tidak dapat melaksanakan suatu taklif, sedangkan 
kemampuan untuk memahami taklif tersebut hanya dapat dicapai melalui akal 
manusia karena akallah yang dapat mengetahui taklif itu harus dilaksanakan atau 
ditinggalkan.
25
 Akan tetapi, karena akal adalah sesuatu yang tersembunyi dan sulit 
diukur, serta berbeda antara seseorang dan yang lainnya, sesuai dengan 
perkembangan biologisnya, maka syariat menentukan patokan dasar dari indikasi 
luar dalam menentukan seseorang telah berakal atau belum. Indikasi luar itu adalah 
balignya seseorang. Sedangkan untuk menentukan seseorang telah balig atau belum 
ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi 
pria melalui mimpi, yang juga untuk pertama kali.
26
 
 Pandangan ulama ushul tersebut sejalan dengan pandangan teolog. 
Muktazilah dan Asy’ariyah berpendapat bahwa anak-anak yang belum balig (belum 
dewasa), maka belum dapat dibebani pertanggung jawaban atas perbuatan yang 
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Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, alih bahasa H. A. Ali,  (Semarang: Toha Putra t. t.), h. 410.  
25
Lihat Ahmad ibnu Ali ibnu Burha>n, al-Ushu>l ila al-Ushu>l, Jilid I (Cet. I; Riyadh; Maktabah 
Ma’arif, 1983), h. 90-91. 
26
Abdul Azis Dahlan, (et. al). Ensiklopedi Hukum Islam. (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru Van 
Hoeve, 1996), h. 1220. 
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dilakukannya, sehingga apabila seorang anak meninggal sebelum mencapai usia 
pertanggung jawaban, maka tidak dapat dimasukkan ke dalam neraka. Akan tetapi, 
dalam hal ini Muktazilah dan Asy’ariyah memiliki pandangan yang berbeda. 
Menurut Muktazilah, anak tersebut tidak memiliki tempat di akhirat (tidak masuk 
syurga, juga tidak masuk neraka). Sedangkan menurut aliran Asy’ariyah, anak 
tersebut akan selamat dari siksa neraka dan peluang masuk syurga lantaran sifat 
dasar mereka sehingga mereka sama sekali dalam kebenaran.
27
 
Implikasi dari syarat pertama ini adalah anak kecil dan orang gila dianggap 
tidak atau belum mampu memahami dalil syariat. Hal ini sejalan dengan sabda 
Rasulullah saw. yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ra. bahwa dibebaskan dari 
pembebanan hukum atas tiga orang, yaitu orang yang tidur sampai bangun, anak-
anak sampai balig dan orang gila sampai sembuh. 
Pada syarat pertama ini, muncul pertanyaan bahwa bukankah dalam beberapa 
hal, anak kecil dan orang gila dikenakan kewajiban, seperti membayar zakat dari 
hartanya. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam masalah ini, Imam al-Gazali, 
Imam al-Amidi (keduanya tokoh usul fikih Mazhab Syafi’i) dan Imam Muhammad 
bin Ali asy-Syaukani (tokoh usul fikih Mazhab Zaidiyyah) menjelaskan bahwa anak 
kecil dan orang gila dikenakan kewajiban membayar zakat, baik zakat harta maupun 
zakat fitrah, nafkah diri mereka, dan ganti rugi (d}ama>n) akibat perbuatan mereka 
merusak atau menghilangkan harta orang lain, yang dikeluarkan dari harta mereka 
sendiri. Akan tetapi, menurut mereka kewajiban itu tidak berkaitan dengan 
perbuatan anak kecil dan orang gila tersebut, tetapi terkait dengan harta. Oleh sebab 
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itu, menurut ketiga tokoh usul fikih ini, dalam kasus seperti ini yang bertindak 
membayarkan kewajiban zakat pada harta mereka, mengambilkan nafkah diri 
mereka, dan ganti rugi yang disebabkan kelalaian mereka adalah wali mereka 
masing-masing. Seluruh pengeluaran itu diambilkan wali dari harta mereka. Dengan 
demikian, kewajiban-kewajiban tersebut seluruhnya berkaitan dengan harta anak 
kecil dan orang gila tersebut, bukan pada diri mereka.
28
 
2. Cakap Bertindak Hukum 
Cakap bertindak hukum dalam ilmu fikih diistilahkan al-Ahliyyah. Secara 
etimologi al-Ahliyyah berarti ‚kecakapan menangani suatu urusan‛. Misalnya, 
seseorang dikatakan ahli untuk menduduki suatu jabatan/posisi, berarti ia punya 
kemampuan pribadi untuk itu. Para ahli usul fikih mendefiniskan al-Ahliyyah 
sebagai suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh syari’ untuk 
menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syariat.
29
 Artinya, al-Ahliyyah 
adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, 
sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syariat. Apabila seseorang telah 
mempunyai sifat ini, maka ia dianggap telah sah melakukan suatu tindakan hukum, 
seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik kepada orang lain, atau 
transaksi yang bersifat menerima hak orang lain. Oleh sebab itu, jual belinya sah dan 
telah cakap untuk menerima tanggung jawab, seperti nikah, nafkah dan menjadi 
saksi.  
Sifat kecakapan bertindak hukum itu datang kepada seseorang tidak 
sekaligus, melainkan secara evolusi melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan 
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Abdul Azis Dahlan, op. cit., h. 1221. 
29Sya’ban Muhammad Ismail, Ushu>l Fiqhi al-Muyassar, Jilid III (Cet. I; Kairo: Dar al-
Jami’iy, 1997), h. 468. 
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perkembangan jasmani dan akalnya. Oleh sebab itu, ulama usul fikih membagi al-
Ahliyyah  tersebut sesuai dengan evolusi perkembangan jasmani dan akalnya.30 
Ulama usul fikih membagi al-Ahliyyah kepada dua betuk, yaitu: Ahliyyah al-
ada’ dan Ahliyyah al-Wuju>b. Ahliyyah al-Ada’ adalah sifat kecakapan bertindak 
hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan 
seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila ia 
mengerjakan perbuatan yang dituntut syariat, maka ia dianggap telah memenuhi 
kewajiban dan untuk itu ia diberi pahala. Apabila ia melanggar tuntutan syariat, 
maka dia berdosa. Oleh sebab itu, ia telah cakap untuk menerima hak-hak dan 
kewajiban.  
Ulama usul fikih menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menetukan  
seseorang telah memiliki ahliyyah al-ada’ adalah akil balig dan cerdas. Hal ini sesuai 
dengan firman Allah swt dalm Q.S an-Nisa’/4:6. 
Menurut ulama usul fikih, kalimat ‚cukup umur‛ (balig) dalam ayat ini 
menunjukkan seseorang telah bermimpi dangan mengeluarkan mani untuk pria dan 
keluar haid untuk wanita dan cerdas dalam mengelola harta (rusyd). Orang yang 
seperti ini telah dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum, sehingga seluruh 
perintah dan larangan syariat dapat dipikirkan dengan sebaik-baiknya dan dapat 
dilaksanakan secara benar. Apabila perintah itu tidak dilaksanakn dan larangan tetap 








Lihat Abdul Azis Dahlan, op. cit., h. 115. 
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Adapun Ahliyyah al-Wuju>b adalah sifat kecakapan seseorang untuk 
menerima  hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh 
kewajiban. Misalnya, apabila seseorang menghibahkan hartanya kepada orang yang 
memiliki Ahliyyah al-Wuju>b, maka telah cakap menerima hibah tersebut. Apabila 
harta tersebut dirusak orang lain, maka dianggap cakap untuk menerima ganti rugi. 
Demikian pula halnya dalam masalah warisan, orang itu dianggap cakap untuk 
menerima harta waris dari keluarganya yang meninggal dunia. Orang dalam ahliyyah 
al-wuju>b, sebagaimana dikemukakan, belum cakap untuk dibebani kewajiban-
kewajiban, seperti shalat, puasa, dan haji. Sehingga sekalipun mereka mengerjakan 




Ulama usul fikih menyatakan bahwa ukuran yang digunakan dalam 
menentukan Ahliyyah al-Wuju>b seseorang adalah sifat kemanusiaannya yang tidak 
dibatasi umur, balig atau tidak balig, dan cerdas atau tidak cerdas. Semenjak 
seseorang dilahirkan dan hidup di dunia ini samapai meninggal dunia, telah memiliki 
sifat itu, dan hanya akan hilang dari seseorang apabila nyawanya sudah hilang. 
Berdasarkan Ahliyyah al-Wuju>b, seseorang yang baru lahir, apabila ada orang yang 
berwasiat kepadanya, maka wasiat itu berhak ia terima. Demikian juga seseorang 
yang masih bayi, kemudian ayahnya wafat, maka ia berhak atas pembagian warisan 
dari ayahnya. Akan tetapi seluruh harta yang dimiliki oleh orang yang pada taraf 
Ahliyyah al-Wuju>b tidak boleh dikelolanya sendiri, tetapi harus dikelolah oleh wali 




atau wasi (orang yang diberi wasiat memelihara hartanya), karena mereka belum 
dianggap cakap untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban.
33
 
Ulama usul fikih membagi Ahliyyah al-Wuju>b kepada dua bagian: 
a. Ahliyyah al-Wuju>b al-Na>qis (kurang sempurna) 
  Ahliyyah al-Wuju>b al-Na>qis (kurang sempurna) yaitu ketika seorang masih 
berda dalam kandungan ibunya (janin). Janin dianggap memiliki Ahliyyah al-Wuju>b 
yang belum sempurna, karena hak-hak yang harus diterima belum dapat menjadi 
miliknya, sebelum ia lahir ke dunia dengan selamat. Walau hanya untuk sesaat. 
Apabila anak telah lahir, maka hak-hak yang diterima menjadi miliknya.  
b. Ahliyyah al-Wuju>b al-Ka>milah    
 Ahliyyah al-Wuju>b al-Ka>milah yaitu kecakapan menerima hak bagi seorang 
anak yang lahir ke dunia sampai anak itu dinyatakan balig dan berakal, sekalipun 
akalnya masih kurang, seperti orang gila. Dalam status Ahliyyah al-Wuju>b 
(sempurna atau tidak sempurna), seseorang tidak dibebani tuntutan syariat, maka 
baik yang bersifat ibadah seperti shalat dan puasa, maupun tindakan-tindakan 
hukum duniawi seperti tranksaksi yang bersifat pemindahan hak milik.
34
   
 Ulama fikih juga membahas beberapa tindakan hukum orang yang telah 
memiliki Ahliyyah tersebut. Apabila tindakan tersebut berkaitan dengan kerugian 
materi, maka orang yang telah berstatus Ahliyyah al-Ada’ wajib memberikan ganti 
rugi dari hartanya sendiri. Oleh sebab itu, pengadilan berhak untuk memerintahkan 
wali atau wasi anak kecil yang masih dalam Ahliyyah al-Ada’ al-Na>qis, supaya 
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Lihat Dewan Redaksi. Ensiklopedi Islam, Jilid 3 (cet. III; Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 
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 Akan tetapi, menurut ulama fikih, apabila yang dirusak itu berkaitan dengan 
hal-hal yang bersifat fisik dan rohani, seperti melukai seseorang, dan bukan 
membunuhnya, maka tindakan hukum anak kecil yang memiliki Ahliyyah al-Ada’ 
al-Na>qis belum dapat dipertanggung jawabkan  secara hukum, karena anak itu 
bekum cakap untuk bertindak hukum. Oleh sebab itu, terhadap luka dan 
pembunuhan yang dilakukan tidak dapat dilaksanakan  kisas, tetapi tindakannya ini 
dianggap sebagai pelukaan atau pembunuhan semi sengaja; yang hukumnya 
dikenakan diat. Akan tetapi, apabila orang-orang yang telah berstatus Ahliyyah al-
Wuju>b al-Ka>milah melakukan tindakan hukum  yang merugikan harta, fisik atau 
nyawa orang lain, maka orang itu bertanggung jawab penuh menerima hukuman 
apapun yang ditentukan syariat atau pengadilan kepadanya. Untuk kerugian harta 




 Dengan demikian, mukallaf yang dapat dibebani hukum dan dimintai 
pertanggungjawaban perbuatan dan perkataannya secara penuh adalah orang-orang 
yang telah mempunyai akal serta memiliki Ahliyyah al-Wuju>b al-Ka>milah (telah 
cakap bertindak hukum secara sempurna).
37
 
Argumen tentang kecakapan bertindak hukum dalam usul fikih yang disebut 
al-Ahliyyah dalam gambaran tersebut menunjukkan apabila seseorang belum atau 
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tidak cakap bertindak hukum, maka seluruh perbuatan yang dilakukan belum atau 
tidak bisa dipertanggungjawabkan. 
 Abdul Qadir ‘Audah menyatakan bahwa anak yang belum balig tidak 
dikenakan hukum pidana. Lebih lanjut ia membagi fase perkembangan kemampuan 
pengetahuan (idra>k) anak dalam 3 fase terkait dengan jinayah:38 
1. Fase tidak punya kemampuan (marh}alah ‘in’da>m al-idra>k) disebut juga 
dengan anak yang belum mumayyiz dimulai sejak lahir hingga usia 7 tahun. 
Pada fase ini, anak tidak memiliki tanggung jawab pidana. 
2. Fase kemampuan yang lemah (al-idra>k al-d}a’i>f) dimulai sejak usia 7 tahun 
hingga balig (umumnya usia 15 tahun). Pada fase ini anak tidak dikenakan 
hukum pidana apablia, mencuri, berzina atau membunuh. Namun, ia 
dikenakan hukuman yang sifatnya mendidik. 
3. Fase kemampuan yang cukup (al-idra>k al-ta>mm) dimulai sejak usia balig 
sampai seterusnya. Pada fase ini anak sudah dikenakan hukum pidana. 
Apabila  mencuri dan berzina akan dihad dan diqisas apabila ia membunuh.  
Oleh sebab itu, orang gila tidak dibebani hukum karena kecakapan bertindak 
hukumnya hilang, orang pailit dan orang yang berada di bawah pengampuan (al-
Hajr) dalam masalah harta, juga dianggap tidak cakap bertindak hukum, karena 
kecakapan bertindak hukum mereka dalam masalah harta dianggap hilang.
39
 Dengan 
demikian, anak kecil yang belum balig atau belum cakap bertindak hukum tidak 
dikenakan tuntutan syariat. 
                                                     




C. Perbandingan Hukum Positif dengan Fikih terhadap Tindak Pidana Anak 
 Ulama fikih sepakat mensyaratkan akil balig dalam kasus pidana. Para 
fukaha kecuali Syiah Imamiyah sepakat menyatakan bahwa anak yang belum balig 
tidak dapat dijatuhi hukuman, karena perbuatannya belum dikategorikan sebagai 
tindak pidana (jarimah) dan mereka harus disayangi. Menurut ulama Syiah 
Imamiyah, anak yang belum balig jika melakukan tindak pidana tetap dijatuhi 
hukuman bila anak telah melakukannya berulang kali. Misalnya mencuri, untuk yang 
pertama kali dimaafkan, untuk yang kedua kali diberi peringatan, ketika mencuri 
untuk ketiga kalinya, jarinya dilukai sampai berdarah, ketika mencuri keempat 




 Dalam masalah keperdataan, anak yang sudah mumayiz mempunyai 
kewenangan untuk bertindak dalam hal-hal yang tidak memerlukan izin dari 
penanggung jawabnya, yaitu dalam hal-hal yang menguntungkannya, seperti 
menerima hibah, menerima wasiat, menerima wakaf dan semacamnya. Adapun 
tindakan-tindakan yang bersifat  merugikan dirinya tidak dianggap sah, seperti 
menghibahkan harta atau mewasiatkan hartanya kepada orang lain, dan jual beli 
dengan kerugian yang sangat mencolok.  
Dalam hal-hal yang boleh jadi mengutungkan dan boleh jadi merugikan, 
seperti jual beli hukumnya mauquf (tergantung pada persetujuan penanggung 
jawab). Dalam tindakan merusak harta orang lain, jika pemiliknya menuntut, baik 
sebelum mumayiz maupun sesudah mumayiz, wajib membayar ganti rugi yang 
diambil dari harta anak itu sendiri. Jika anak itu tidak mempunyai harta, yang 
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membayar adalah penanggung jawabnya.
41
 Dalam hal kewajiban membayar ganti 
rugi ini, tidak ditemukan adanya perbedaan pendapat di kalangan fukaha. 
Perusakan barang yang menuntut ganti rugi, dalam hukum positif 
(perundang-undangan) digolongkan sebagai pidana. Hukum Islam memandang 
bahwa ganti rugi atas pengrusakan barang wajib ditanggung oleh anak yang 
bersangkutan apabila telah memiliki harta yang cukup. Tanggung jawab ini baru 
baralih kepada orang tua atau walinya apabila anak tersebut tidak memiliki harta. 
Ketentuan ini jika dikaji secara mendalam, dapat dipahami bahwa di 
dalamnya mengandung aspek pendidikan. Anak tersebut akan merasakan akibat 
perbuatannya berupa kehilangan barang-barang kesayangannya untuk mengganti 
kerusakan yang diperbuat. Sekiranya ganti rugi itu langsung diambilkan dari harta 
orang tua atau walinya, maka anak tersebut tidak atau kurang merasakan 
dampaknya. Bahkan boleh jadi anak menganggap remeh perbuatan itu sebab tidak 
merasakan secara langsung akibat perbuataanya dan bukan anak itu yang 
menanggung akibatnya.  
Pandangan hukum Islam ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam 
Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagaimana 
yang diatur dalam pasal 23 ayat (3) dan penjelasannya yang menyebutkan bahwa: 
‚Pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan 
tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan 
orangtua.‛ 
Ketentuan ini secara langsung membebankan ganti rugi terhadap orang tua 
atau wali atas perusakan yang dilakukan oleh anak, sehingga patut dipertanyakan 
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fungsinya sebagai sarana pendidikan bagi anak. Pembebanan ganti rugi kepada harta 
anak sendiri, sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam jelas fungsinya sebagai 
sarana pendidikan. Oleh karena itu, pandangan yang kontra ini dapat menjadi 
catatan dalam perbaikan/ revisi Undangg-Undang Pengadilan Anak. 
Dalam masalah pidana, anak yang mumayiz belum dikenakan tanggung 
jawab pidana secara penuh. Misalnya, jika ia melakukan pembunuhan, terhadap 
dirinya belum dikenakan hukuman kisas, bila berzina belum dikenakan hukuman 
cambuk seratus kali dan bila mencuri belum dikenakan hukuman potong tangan 
seperti yang dikenakan terhadap orang yang telah balig dan berakal. Namun 
demikian, menurut ulama fikih atas diri pelaku tindakan-tindakan tersebut oleh 
pihak yang berwajib dapat dikenakan hukuman ta’di >biyyah, yaitu hukuman yang 
bersifat memberikan pelajaran, untuk membimbingnya ke jalan kebaikan. Tanggung 
jawab secara penuh atas tindak pidana yang dilakukan baru dikenakan bila seseorang 
telah balig  dan berakal.
42
 
Tindakan-tindakan  yang bersifat fundamental oleh anak yang belum akil 
balig diperselisihkan oleh ulama fikih. Misalnya, dalam persoalan keimanan dan 
kemurtadan seorang anak. Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa keislaman dan 
kemurtadan anak yang belum balig tidak sah, berdasarkan hadis riwayat dari Ali ra.  
Menurut Abu Hanifah, balig bukan merupakan syarat sahnya kemurtadan 
seseorang, maka kemurtadan anak kecil yang berakal pun sah. Alasannya adalah 
karena sahnya keislaman dari kemurtadan tergantung pada adanya keimanan atau 
kekafiran yang hakiki, sedangkan keimanan dan kekafiran yang hakiki merupakan 
perkara yang keluar dari hati, adapun ikrar yang bersumber dari akal hanyalah 




petunjuk yang menguatkan keberadaannya. Akan tetapi, anak yang belum balig jika 
kafir (murtad) tidak dikenakan hukuman mati karena belum balig.  
Menurut Abu Yusuf, anak yang belum balig tidak sah kemurtadannya, 
alasannya bahwa penggunaan akal anak yang belum balig dalam bertindak belum 
memenuhi kriteria. Oleh karena itu, talaknya, pemerdekaan budaknya, 
pemberiannya, dan kemurtadannya tidak sah karena semata-mata merugikan dirinya. 




Dari tiga pendapat tersebut, pendapat AbuYusuf merupakan pendapat yang 
moderat dan mengedepankan kemaslahatan anak, karena tindakan yang 
menguntungkan bagi anak dianggap sah, sementara tindakan yang merugikan bagi 
dirinya dianggap tidak sah. Pendapat ulama Syafi’iyah dan Abu Yusuf dalam hal 
tindakan anak yang mendatangkan resiko (kerugian), memiliki kesamaan; yaitu 
sama-sama tidak membebani hukum bagi tindakan anak yang belum balig tersebut. 
Dalam persoalan ‘uqu>bah yang berkaitan dengan hak-hak Allah swt. (pidana), 
seperti hukuman had (potong tangan) atas pencuri dan sebagainya, maka fukaha 
sepakat tidak ditegakkan atas anak yang belum balig. Adapun hukuman yang 
berkaitan dengan harta, seperti ganti rugi atas perusakan barang orang lain, upah 
buruh, nafkah istri dan budak, dan sebagainya maka anak yang sudah mumayiz wajib 
menanggungnya karena pemenuhannya bersifat materi dan pengganti. Sah 
ditunaikan oleh anak mumayiz sendiri atau walinya.
44
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Sanksi yang bersifat materi berupa ganti rugi dan denda atas perusakan 
barang atau semacamnya dapat menjadi sarana pendidikan bagi anak yang belum 
dewasa. Anak diharapkan akan menyadari kesalahannya itu karena harus kehilangan 
barang/ harta miliknya untuk mengganti barang/harta orang lain yang dirusaknya. 
Oleh karena itu, dalam hukum Islam sanksi materi berupa ganti rugi dan denda atas 
perusakan barang atau semacamnya dibebankan kepada anak jika memiliki harta 
yang cukup. 
Muhammad al-Amidi menjelaskan bahwa kemampuan akal dan pemahaman 
bersifat abstrak, maka syariat menggunakan indikator balig untuk menentukan 
sampainya seseorang pada kemampuan itu. Inilah yang dimaksudkan dalam hadis 
Nabi saw dibebaskan dari hukum atas tiga orang yaitu orang yang tidur sampai 
bangun, anak-anak sampai balig, dan orang gila sampai sembuh. 
Kalau dikatakan anak kecil dan orang gila belum mukallaf, maka diwajibkan 
atas keduanya zakat, nafkah, dan ganti rugi dan anak mumayiz diperintahkan shalat 
menurut Muhammad al-Amidi, bahwa perintah mengerjakan shalat bagi anak 
mumayiz tidak dilihat dari sisi taklif (pembebanan hukum), melainkan dilihat dari 
sisi kewajiban orang tua (wali) karena hadis Nabi saw. memerintahkan wali untuk 
mendidik anaknya mengerjakan shalat sejak usia tujuh tahun, yang demikian itu 
karena wali mengerti dan memahami tuntutan syariat.
45
  
Berdasarkan penjelasan itu, ulama fikih sepakat atas tidak adanya sanksi 
pidana sebagai uqu>bah atau jaza>’ terhadap anak yang belum balig (di bawah umur). 
Kejahatan-kejahatan atau pelanggaran atas had yang dilakukan anak hanya 
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dikenakan hukuman takzir sebagai ta’di >biyyah (sanksi sebagai pelajaran). Oleh 
karena itu, yang perlu dikaji secara mendasar adalah ancaman sanksi pidana yang 
bersifat jasmaniah (fisik) dan sanksi pidana yang bersifat maliyah (materi) yang 
terdapat dalam Undang-Undang pengadilan anak dilihat dari sisi  serupa tidaknya 
dengan fungsi hukuman sebagai ‘uqubah atau jaza’. 
Dengan dasar itu pula, dalam pandangan hukum Islam sejak dini menghindari 
atau tidak mengenal istilah sanksi/ hukuman pidana (‘uqu>bah atau jaza>) atas anak 
yang belum balig, tetapi yang dikembangkan adalah istilah hukuman ta’di >biyyah 
atau paling tinggi istilah hukuman takzir bagi anak yang belum balig.  
Dalam pandangan hukum Islam, penggunaan istilah hukuman pidana atau 
pidana yang merupakan istilah lain dari uqu>bah atau jaza> hanya relevan digunakan 
untuk orang dewasa. Sementara itu, untuk anak yang belum balig digunakan istilah 
ta’di >biyyah atau hukuman takzir. Penggunaan istilah hukuman pidana bagi anak 
yang belum balig dapat menimbulkan stigmanisasi kebolehan menyamakan hukuman 
atau perlakuan hukum lainnya antara orang dewasa dengan anak yang belum balig. 
Pemilahan dan pembedaan seperti ini sesungguhnya merupakan implikasi filosofis 
hukum Islam yang bertitik tolak dari konsep taklif dan asas al-Tafri>q fi al-Hukm 
dalam kajian ushul fikih.
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Agar terjadi sinkronisasi antara nuansa peristilahan dengan tujuan hakiki 
diadakannya Undang-Undang pengadilan anak (untuk melindungi kemaslahatan bagi 
anak dan menghindari hukuman yang bersifat tidak mendidik), maka ide dasar dari 
pandangan hukum Islam tersebut sangat relevan untuk diterapkan.  
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Undang-Undang pengadilan terhadap anak seharusnya tidak menggunakan 
istilah hukuman pidana untuk anak di bawah umur, melainkan yang digunakan 
adalah hukuman pendidikan atau hukuman pembinaan. 
Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan 
bentuk-bentuk hukuman yang diancamkan terhadap anak di bawah umur 
sebagaimana  diatur dalam pasal 22 sampai pasal 24, sebagai berikut: 
Pasal 22 
Terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang 
ditentukan dalam Undang-Undang ini. 
Pasal 23 
1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan 
pidana tambahan. 
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah: 
a. Pidana penjara 
b. Pidana kurungan 
c. Pidana denda 
d. Pidana pengawasan 
3. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak 
nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-
barang. 
4. Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Pemerintah 
Pasal 24 
1. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah: 
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a. Mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orang tua asuh; 
b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan 
latihan kerja; atau 
c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau organisasi sosial 
kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan 
kerja. 
Bentuk-bentuk pidana pokok yang diancamkan terhadap anak di bawah umur 
sama dengan bentuk-bentuk pidana yang diancamkan dengan orang dewsa. 
Perbedaanya terletak pada berat ringannya hukuman. Undang-undang pengadilan 
anak menganut asas peringanan hukum (rukhsah), sehingga perbedaan ancaman 
hukum antara orang dewasa dengan anak adalah dilihat dari segi berat ringannya 
hukuman. Dalam hal ini dapat dianalogikan seperti keringanan yang (rukhsah) yang 
diberikan terhadap orang yang sakit, yang boleh bertayammum sebagai pengganti 
menggunakan air. Demikian halnya kebolehan melakukan shalat jamak qasar bagi 
musafir sebagai keringanan (rukhsah). Implikasi dari asas peringanan hukum itu, 
dibuatlah aturan-aturan khusus yang memberi keringanan hukum bagi anak di bawah 
umur. Hal inilah yang diatur  dalam pasal 26 sampai pasal 28. 
Pasal 26 
a. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama ½ dari maksimum 
ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. 
b. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana 
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penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak 
tersebut paling 10 (sepuluh) tahun. 
c. Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, 
belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana 
mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut 
hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 
(1) huruf b. 
d. Apabila anak nakal sebagimana dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, 
belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam 
pidana mati tau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap 
anak tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 2 4. 
Pasal 27 
Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana  
dimaksud dalam pasal 1 angka 2 huruf a, palaing lama ½ dari maksimum ancaman 
pidana kurungan bagi orang dewasa. 
Pasal 28 
a. Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak ½ dari 
maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa. 
b. Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak 
dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. 
c. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 hari 
kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak 
dilakukan pada malam hari. 
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Dalam hukum Islam, asas rukhsah (peringanan hukum) hanya berlaku untuk 
mukallaf. Asas yang digunakan adalah asas pemilahan atau pembedaan hukum (al-
Tafri>q fi al-Hukm). Apapun bentuk hukuman yang diberikan  terhadap anak yang 
belum balig dibedakan dengan yang diberikan terhadap orang dewasa baik secara 
tekhnis maupun substansinya.  
Segi teknis, tata cara pelaksanaan hukumannya berbeda, termasuk dalam hal 
penggunaan istilah-istilah tekhnis. Dari segi substansi, sasaran dan tujuan yang 
hendak dicapai atas pemberian hukuman terhadap anak nakal adalah mengedepankan 
aspek pembinaan/pendidikan demi memelihara kemaslahatan masa depan anak. 
Dalam pandangan hukum Islam, perbedaan yang dikehendaki bukan sekadar 
perbedaan berat ringannya hukuman, melainkan perbedaan yang mendasar dan 
menyeluruh. Dengan dasar itu, dalam pandangan hukum Islam anak yang belum 
balig tidak dapat dikenakan hukuman kisas diat dan had sebagaimana yang 
dikenakan terhadap orang dewasa. Seorang anak yang sudah mumayiz hanya bisa 
dikenakan  hukuman sebagai sarana pendidikan. 
 Oleh karena hukuman takzir bersifat fleksibel, disesuaikan dengan kondisi 
dan tujuan pemberian sanksi, maka konsekuensinya pemegang otoritas  harus 
beritihad untuk menentukan bentuk sanksi yang akan diberikan untuk anak yang 
masih di bawah umur adalah yang relevan dengan kondisi anak dan tujuan 
pemeliharaan kemaslahatan anak serta fungsi hukuman sebagai ta’di >biyyah. 
 Terlepas dari realitas di lapangan, hukuman kurungan, penjara, denda, 
perampasan barang dan lain-lain dapat menjadi alternatif dalam menentukan bentuk 
sanksi yang akan diancamkan terhadap anak di bawah umur jika efektif sebagai 
sarana pendidikan, karena unsur ta’di >biyyah dan pemeliharaan kemaslahatan bagi 
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masa depan anak merupakan unsur esensial yang harus ada dan dijadikan 
pertimbangan utama dalam pemberian sanksi. 
 Jadi untuk menilai apakah hukuman penjara, kurungan, denda, dan 
sebagainya relevan atau tidak relevan tergantung pada realisasinya. Sekiranya dalam 
realitas unsur ta’di >biyyah dan pemeliharaan kemaslahatan anak terabaikan atau 
kurang terpenuhi, bahkan dalam aplikasinya justru lebih berfungsi sebagai ‘uqu>bah 
atau jaza>’, maka bentuk hukuman tersebut tidak relevan dalam perspektif  hukum 
Islam. 
 Dalam menentukan bentuk hukuman terhadap anak di bawah umur, ada 
beberapa pendapat yang menilai penjara sebagai opsi yang tidak relevan. Istilah 
‚penjara‛ yang telah mengalami penghalusan makna menjadi ‚lembaga 
permasyarakatan‛, tetap mengesankan ‚keangkeran‛ orang sering mengatakan 
bahwa ‚pembalasan selalu lebih kejam dari perbuatan‛. Kalimat  yang demikian, 
ternyata diadopsi oleh hukum pidana. Akibatnya, sanksi-sanksi hukum pidana, selalu 
menempati urutan yang pertama. Penempatan sanksi hukum pidana sebagai opsi 
pertama, bukan hanya tidak tepat, akan tetapi juga sangat  ceroboh. Bagaimanapun 
harus diakui, bahwa memidana, berarti membuat seseorang itu menderita. Berangkat 
dari kenyataan inilah, para ahli hukum pidana menghendaki agar hukum pidana 




Pengalihan penanganan kasus anak dari jalur pengadilan ke jalur musyawarah 
dikenal dengan diversi. Diversi  adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak 
yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal. Alasan mendasar 
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mengapa penting mengalihkan kasus tersebut untuk diselesaikan melalui 
musyawarah, adalah agar dapat mencegah kemungkinan terjadinya penyiksaan dan 
hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat anak ketika menjalani 
proses hukum, mengingat faktor-faktor berikut: Perspektif tentang  perlindungan 
anak belum secara merata dimiliki aparat penegak hukum; Fasilitas-fasilitas yang 
disiapkan pemerintah masih banyak yang belum secara khusus disediakan untuk 
anak; terbatasnya lembaga permasyarakatan khusus bagi anak.
48
 
Berkaitan dengan penyelesaian kasus anak melalui proses musyawarah, perlu 
pula diatur dalam Undang-Undang Pengadilan Anak tentang jenis deliknya, yaitu 
dijadikan delik aduan. Jika polisi menemukan tindak pidana yang dilakukan oleh 
anak di bawah umur, tidak dapat dilimpahlan ke pengadilan jika tidak ada pihak 
korban yang menghendaki dilakukannya penuntutan di pengadilan. Namun 
demikian, polisi tetap diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan 
penyidikan guna mencari data/fakta-fakta untuk mengetahui masalah yang 
sebenarnya. Dengan demikian, delik yang diberlakukan untuk anak yang berhadapan 
dengan hukum adalah delik aduan khusus.  
Anak yang dikhawatirkan akan mengalami trauma atau dampak buruk 
lainnya dari proses hukum yang dilakukan karena faktor psikis atau faktor umur  
yang tergolong masih rawan, maka anak yang bersangkutan dapat diwakili oleh 
orangtua atau keluarganya. Pembimbang kemasyarakatan, penasehat hukum dan 
orangtua anak harus mempelajari seluk-beluk kasus pidana yang dilakukan anak 
untuk disampaikan dalam pemeriksaan di persidangan khusus anak. 
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Jika dihubungkan dengan kekurangan-kekurangan Undang-Undang 
pengadilan anak seperti yang telah diuraikan pada pembahasan terdahulu, maka 
kaidah-kaidah pengaturan anak yang berhadapan dengan hukum dalam pandangan 
hukum Islam dapat dijadikan sebagai solusi.  
Dari uraian tersebut dapat diajukan tiga solusi, bahwa dalam Undang-Undang 
pengadilan anak perlu pula diatur secara jelas tentang: pertama, opsi penyelesaian 
perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui musyawarah diatur sebagai 
opsi pertama. Kedua, tindak pidana yang dilakukan anak diatur sebagai delik aduan 
khusus. Ketiga, dalam kondisi tertentu anak boleh diwakili dalam pemeriksaan mulai 
dari penyidikan sampai pemeriksaan di persidangan khusus anak.  
D. Korelasi Hukum Positif dan Fikih tentang Tindak Pidana Anak 
Hal yang mendasar dan menjadi pembeda antara fikih dan Undang-Undang 
tindak pidana anak dan pelindungan anak yang belaku di Indonesia, dimulai dari 
pemahaman terhadap kelayakan sorang anak atas perilaku salah dan dianggap 
sebagai pelaku tindak pidana. 
Hal lain, Undang-Undang tentang tindak pidana anak dan perlindungan anak 
yang di terapkan sebagai hukum positif di Indonesia, bagi penulis memiliki dua 
tujuan utama, yaitu memberikan pembinaan dan efek jera. Berbeda dengan fikih, 
uqubah yang diberikan kepada seorang anak yang dianggap melakukan tindak pidana 
disebut takzir (peringatan) dan tadibiyah (pembinaan), karena batasan anak diukur 
dari kedewasaan dan wilayah pertanggungjawabannya.  
Namun, dari dua hal mendasar tersebut terdapat korelasi yang penulis anggap 
sebagai sesuatu hal yang sangat penting. Kedua hal tersebut adalah: (1) Asas 
penghormatan terhadap anak. Tinjauan yang berasal dari penyebab seorang anak 
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melakukan tindak pidana dalam hukum positif, batas seseorang dikatakan sebagai 
‚anak‛ dan model pertanggungjawaban dalam hukum islam, menunjukan bahwa 
hukum Islam dan hukum positif meletakan anak dalam posisi tertentu sebagai 
penghormatan yang berbeda dengan yang lain. (2) Proses penerapan hukuman bagi 
seorang anak pelaku tindak pidana dalam hukum positif yang berbeda dengan pelaku 
tindak pidana selain anak sampai kepada pemberian hukuman mencerminkan efek 
yang cenderung kepada pembinaan dan bukan efek jera. Hal ini meskipun lebih awal 
telah berlaku dalam fikih. Takzir dan Ta’dibiyah dalam fikih bukan lagi sebagai 
suatu hal yang menggiring kepada kecenderungan, tetapi secara langsung telah 
menjadi asas (ushul) dalam penetapan hukum Islam. 
Jika ditinjau dari kaidah mashlahah, berdasarkan penjelasan Al-Ghazali 
bahwa mas}lahah yaitu menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian, dan 
penjelasan Ibnu Taimuyyah, yaitu pandangan mujtahid tentang perbuatan yang 
mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan 
hukum syara’. Definisi tersebut dapat pula dijadikan sebuah tinjauan yang dapat 
mengkorelasikan kedua hukum yang berbeda di atas.  
Sesuai pembagian mashlahah, maka penulis menilai bahwa pemberian takzir 
maupun ta’dibiyah keada anak yang melakukan tindak pidana merupakan mas}lahah 
hajiyat (Sekunder) ialah segala sesuatu yang oleh hukum syara’ hanya dimaksudkan 
untuk menghilangkan masyakkah (kesempitan), atau ihtiyath (hati-hati). Maslahah 
ini lebih rendah tingkatannya dari maslahah dharury. Sekiranya maslahah ini tidak 
dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah akan mengakibatkan kerusakan, hanya 
akan menimbulkan kesulitan saja.  
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Selain itu, penulis juga menilai bahwa penerapan hukum pidana anak dalam 
hukum positif termasuk dalam kategori maslahah mulgah yaitu maslahah yang 
bertentangan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, maslahah yang tertolak 
karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas. 
Atau dapat diartikan juga bahwa hukum (syara’) menyikapi maslahah ini dengan 
menolak keberadaannya sebagai variabel penetap hukum (illat).  
Menjadikan mashlahah sebagai dasar korelasi antara hukum positif tentang 
tindak pidana anak dan fikih setidaknya dapat membantu secara teoretis pelaksanaan 















Dari uraian yang telah penulis ungkapkan, maka penulis menarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Tingkah yang bertentangan dengan syarat-syarat dan pendapat umum yang 
dianggap sebagai akseptable dan tidak baik, oleh suatu lingkungan 
masyarakat atau hukum yang berlaku di suatu masyarakat yang 
berkebudayaan tertentu. Apabila individu itu masih anak-anak, maka sering 
tingkah laku serupa itu disebut dengan istilah tingkah laku yang sukar atau 
nakal. Bagi pelaku non akseptabel tersebut, dalam hukum positif diberikan 
sanksi yang sifat dan tujuan utamanya adalah pembinaan. Ada beberapa 
Undang-Undang yang mengatur tentang hal tersebut, yaitu Undang-Undang 
RI No. 39 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang  RI No. 3 tahun 
1997, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 20032 tentang Perlindungan Anak 
dan Undang-Undang RI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan. Berbeda 
dengan hukum Islam (fikih), persepsi anak, dan bentuk pertanggungjawaban 
membuat tindak pidana anak tidak dikenakan Uqubah (hukuman), tapi takzir 
(peringatan) dan ta’dibiyyah  (pembinaan) saja. 
2. Perbedaan pengertian anak dalam bahasan hukum positif dan hukum Islam, 
batasan pembebanan hukuman (taklif) menjadikan kedua hukum tersebut 
berbeda meski memiliki orientasi yang sama. Batasan anak yang diukur dari 





cakupan pertanggung jawaban adalah hal yang menjadi pembatas utama 
perbedaan dalam hukum terhadap tindak pidana anak. 
3. Hal yang berbeda antara hukum Islam dan hukum positif terhadap tindak 
pidana anak, terdapat korelasi. Korelasi tersebut adalah: (1)Asas 
penghormatan terhadap anak, dan penetapan posisi seorang anak yang 
melakukan tindak pidana, berbeda dengan yang lain. (2)Proses penerapan 
hukuman bagi seorang anak pelaku tindak pidana dalam hukum positif yang 
berbeda dengan pelaku tindak pidana selain anak. Jika ditinjau dari kaidah 
mas{lahah, sesuai pembagian mas{lahah, maka penulis menilai bahwa 
pemberian takzir maupun ta’dibiyah kepada anak yang melakukan tindak 
pidana merupakan mas}lahah hajiyat (Sekunder) ialah segala sesuatu yang 
oleh hukum syara’ hanya dimaksudkan untuk menghilangkan masyakkah, 
kesempitan, atau ihtiyath (hati-hati). Selain itu, penulis juga menilai bahwa 
penerapan hukum pidana anak dalam hukum positif termasuk dalam kategori 
maslahat mulgah yaitu maslahah yang bertentangan dengan ketentuan nash. 
Dengan kata lain, mas{lahah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan 
bahwa ia bertentangan dengan dalil yang jelas.  
B. Rekomendasi 
Dari kesimpulan yang telah penulis ungkapkan, maka penilitan ini memiliki 
implikasi yaitu: 
1. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh anak, pada hakekatnya mereka 
adalah korban dari suatu keadaan, lingkungan atau keluarga yang broken. Oleh 
karena itu perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selayaknya 





2. Secara umum aturan yang dimuat dalam undang-undang pengadilan anak perlu 
ditinjau kembali apa yang menjadi dasar-dasar penerapan hukuman Penjara/ 
kurungan. Hakim harus menyakini apakah hukuman ini betul-betul 
berlandaskan kesejahteraan anak dan akan memperbaiki anak di masa 
datang. 
3. Adanya keaneka ragaman  defenisi anak dalam berbagai perundang-undangan, 
diharapkan agar pemerintah mengambil sikap konsisten agar tidak terjadi 
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